—

Rencana Strategis
(RENSTRA)

N

% 3
: r
iy

L Y _._
- ﬂ rr

DINAS PERHUBUNGAN DAN mﬁﬁmm‘gm
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

; 'Q“- : JI. Soekarno Hatta Batu Tambun Desa Tarenma-Sglatan'-Rec..Eiﬁnhn
& dishublh, : il

ambaskab.go.id




Rencana Steategiy {(Rensirg) 2021-2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT. akhirnya THnas
Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas telah
menvelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis [Renstra) 2021-
2026, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulausan
Anambas bisa i1membantu mewujudkan kesejahteraan masvarakai
Kepulavan Anambas melalul berbaga program dan kegiatan vang telah
disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada gilirannva
hisa membawa Kabupaten Kepulausan Anambas ke arah vang lebih baile.

Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup kabupaten
Kepulauan Anambas 2021-2026 imi bensikan penjabaran visi, misi, strategl
dan kebijakan, program serta kegiatan yang akan diwnjudkan dalam kurun
wakiu 5 (lima) tahun. Rancangan Henstra ind disusun dengan memerhatikan
berbagai permasalahan kuncl yang terjadi di daerah, i1su-isu strategs
pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengali Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan
Anambas.

Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Anatmbas dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan
keterpacduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan
kegiatan dari seluruh bidang di lingkungan Dinas Perhubungan dan
Linpkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka
mewunjudkan visi pembangunan daerah.

Tarempa, 4 Agustus 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

_——BAN LINGKUNGAN HIDUP
,f,-m EPJLAUAN ANAMBAS

‘L Utama Muda (IV /)
N]F‘ 19621225 199703 1 003

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup -
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fencana Strategis (Renstra) Porangkat Dacrah adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk peiode 5 (ima) tahun. Renstra ini mempunyai
fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama
lim tahun.

Perencanaan Pembangunan dacrah meliputi Fencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembanpunan
Jangka Menengah Daerah (EPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (KEKPD). Selanjutnya setiap Perangkat Daerah menyvusun rencana
strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada EPJM Daerah vang
telah disusun. Memasuki periode pembangunan dearah 2021-2026,
Perangkal Daerah perlu menyusun rencana strategis vang metmuat
berbapai sasaran, tyguan, strategl, arah kebijakan, program dan kegialan
pembangunan.

Pada tahapan operasionalnya, berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam MNegeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cars
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatla
Cara Ewaluasi Rancangan Peraturan Daerah  lentang Rencana
Pernbangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubzahan Rencana
Pembangunan .Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemeruilah
Daerah.

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu
Peranglaat Daerah atau unsur pelaksanan otonomi daerah telah diatur
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas, vang mempunyva tugas melaksanakan
uruszan pemerintahan daerah di Bidang Perhubungan dan Lingkungan
Hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan (ugas pembantuan. Agar
pelaksanaan tugas yang telah digariskan di atas berjalan dengan efelatif
dan terarah, maka penyusunan dan penelapan Rencana Strategis
(Renstra} menjadi mutlak, waitu sebagai pedoman dan panduan
Perangkat Daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan
seHap lahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,

Penyusunan Renstra ini disamping berdasarkan pada tugas dann
fungsi 3KPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungandi
selctor Perbubungan dan Lingkungan Hidup serta isu-isu sirategis yang
terus berkembang serta mengacu pad arah kebijakan vang ditetapkan
dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas. Rencana ini berorentasi pada proses dan hasil
vang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap
memerhatikan seluruh aspek sumberdaya vang dimiliki.

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup .
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1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis  [Dinas

Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas

adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyvelenggara
Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2043 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negarm Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Nepara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4353);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tabhun 2004 Nomer 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Hepublit Indonesia
Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia Nomor 4438),

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ientang Fencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasionmal Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3.3,
Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 00).

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846}

10, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomaor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4851);
12, Undang-Undang Nomeor 323 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Momor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4879];

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup _-
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13, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran KNegara Republik [ndonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik ITndonesia Nomor
o023},

14, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20089 tentang Pelavanan Publik
(Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tabhun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan  Lingkungan Hidup [(Lembaran Negara Republilke
Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaren MNegara
Fepublik Indonesia Nomor 5059);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulkan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran WNegara Repuhblik
Indonesia Tabhun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234,

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5387)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara FEepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara FHepublik Indonesia Nomor 5589);

18, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tabun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nepara
Fepublik Indonesia Nomor 3838,

149. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 rentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomeor 153, Tambahan Lembaran
Megara Hepublik Indonesia Nomor 4161);

20, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan  Ewvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tabhun 2006 Nomor Y96,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4663)

21. Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerntah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Fencana

Pembanpunan Daerah (Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun
2008 Momor 21, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia

MNomor 4817);
23, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Fencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup .
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Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Eepubilik
Indonesia Nomor 4833);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang [zin
Linglungan {Lembaran Negara Republik Wmdonesia Tahun 2008
Nomaor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52835,

25_Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Program Pernulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijjakan Keuangan Negama Untuk Penanganan
Fandemi Corona  Virwa Disease 20019 (Cowvid- 19] dan/atau
Menghadapi Ancaman Yang Membahavakan Perekonomian Nasiomal
Dan fAtau Stabilitag Siglermn Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi
MNagional, heserta perubahannyva  [(Lembaran Negara  REepublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 180];

26, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Aluntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

27, Perajuran Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

28 Instrulsl Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Ciender dalam Pembangunan Nasional;

29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (entang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 entang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah
Provins dan Daerah Kabupaten /Kota;

31. Peraturan Menteri Nepara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrani Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instanst Pemenntah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eealuass Pembangunan
Naerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah lentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan
Rencana Pembanpunan Jangka Panjang Daerah, Hencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kena
Pemmerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
MNomor 12132);

33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomeor 81 Tabun 2011 tentang
Srandar Pelayvanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinai

dan Daerah Kabupaten/Kota;
34, Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 67 Tahun 2011 feniang
Peerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun

Dinas Perhubungan dan Linglungan Hidup .
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2008 tentang Pedoman  Urmmom Pelaksanaan  Pengarusutamasn
Gender di Daerah;

5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan KLHS;

Peraturan Menteri Linglkungan Hidup Nemor 3 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Adiwivata;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sslern Informas Pemerintahan Daerah [Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasilikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Kcuangan Daerah;

Keputusan Mentern Dalam Negern Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakbiran  Klarfilasi,
Kodefikasi dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009
tenitang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomaor 2);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun
2011 tentang Urusan Pemerintahan vang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas {Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerabh Kabupaten Kepulauan Anambas|;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPEJPDY} Kabupaten Kepulavan Anambas Tahun 2005-2025
{Lembaran [Dacrah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013
Momor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2013 Nomor 32;

Peraturan Daerah Eabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan
Anambas  Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulavan Anambas Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Kepulauan Anambas [(Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Naerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53],

 Peraturan Bupat Eabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun

2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan (Gender dalam
Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Perhubungan dan Lingkungan Hidup .
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1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Adapun maksud dari penvusunan Rencana Strategis ini, yaitu:

a, Membenkan landasan kelgjakan takbs stratep lima tahunan di
bidang PPerhubungan dan Lingkungan Hidup dalam mendukung
pencapaian Visi dan Misi Bupat dan Wakil Bupati.

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan,
anggaran [Perangkat Daerah serta pelaksanaan program dan
kegiatan sebap tahunnya.

¢. Momamin torcapainva ponggunaan sumber daya secara efeltif,
ehsien dan berkelanjutan.

d. Menjamin terciptanya imtegritas, sinkronisasi dan sinergitas antar
pelalu  pembanpgunan terutama di sektor Perhubungan dan
Linglungan Hidup.

2, Tujuan
Sedangkan tujuan dari penvusunan Rencana BStrategis ini
adalah:

a. Memjabarkan tuuan, sasaran,  strategt dan kelnjakan
Pembangunan di Bidang Ferhubungan dan Linglungan Hidup
berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Waldl Bupati.

b, Melaksahakan fupas pokok dan fungsi puna mendukung
leroiplanyva  fujuan, wvisi dan misit Dinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas.

o, Menetapkan program dan kegiatan strategis Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Midup Kabupaten Kepulauan Anambas Periode
2021-2026.

d. Sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program kerja
maupun kegiatan vang diprioritaskan pada Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas vang
tersusun dalam Kencana Kerga Tahunan.

e. Scbagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai
dalam kurun waktu lima tahun, serla menjadi evaluasi dalam
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
{LAKID" setiap akhir periode.

1.4. Bistematika Penulisan
Penulizsan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2021 - 2026 disusun
menurut sistematika sebagai berikut:
BaB [ Pendahuluan
Pada bapgian ini memuat latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BABR 1l Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini berigiltan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup terdiri dari Struktur Organisasi, Susunan
Kepegawaian dan Kelengkapan serta Tugas, Fungsi, Tantangan

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup _.
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dan Peluang. Selanjuinya dijabarkan mengenai kondisi Sumber
Mava Perangkal Daerah. Kinerja Pelayvanan Perangkat Dacrah
serla Tantangan dan Peluang Pengembangan  Pelavanan
Peranglkat Daerah,

BAB lIl Permasalahan dan lsu-isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini menguraikan tentang Identifikasi  Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi,
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
Telashan Fencana Tata Ruang Wilavah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strateogia, serta Penentuan lsu-isu Strategis,

BAB IV Twuan dan Sasaran
Pada bab imi dijelaskan tentang tujuan dan sasaran janghka
menengah Dinas Perhubungan dan Lingkungsn Hidup, serra
Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan dan Lingkungan
Hidup.

BAB V SBtrategi dan Arah Kehijakan
Bab tni mengemukakan rumusan pernvataan straleg dan arah
kebijakan Perangkal Daerah dalam lima tabhun mendatang,

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanasn
Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub
kegiatan, indikator kinerja, kelompeok sasaran dan pendanaan.

BAB V1l Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah
yang secara langsung menunjukan kinerja yvang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

[AD VIIT Penutup

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup .
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BAE II

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.1. Tugas, Fungsl dan Strukitur Organisazsi Dinaz Perhubungan dan
Lingkungan Hidup
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu
Perangkal Daerah atau unsur pelaksanan olonomi daerah telah diatur
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkal Dacrah Kabupaton
Kepulauan Anambas, yvang mempunyai mgas melaksanakan urusan
pemerintahan  daerah di Bidang Perbubungan dan Lingkungan Hidup
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2.1.1. Tugas

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan perangkat
daerah  unsur  pendukung tugas Bupati dibidang Perhubungan dan
lingkungan  hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan
bertanpeungjawab  kepada Bupati melalui  Sekretaris Deerah, Dinas
Perhubungan dan lingkungan hidup mempunyai ugas melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang
renjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada
daerah, serta tugas lain yang diberkan oleh Bupaiti,

2.1.2. Fungsi
Dalam  melaksanakan tugas pokok, [hnas Perhubungan  dan
Lingkungan Hidup menvelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan telkms di bidang perbubungan
dan hngkungan hidup;

b. Penvelenggaraan wurusan perhubungan danurusan lingkungan
hidupserta pelayanan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas,
pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran,
perhubungan darat serta perhubungan laut;

¢. Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan
pelaksanaan tupgas bidang penataan dan peningkatan kapasitas,
penpelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemararn,
perhubungan darar serta perhubungan laut;

. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengan
ugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup .
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2.1.3. Btruktur Organisasi

Steuktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

terdir dan:

B

Ia,

79

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Kepala Dinas

Sekretaris, membawahi ¢

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Sub Bagian Program

3. Sub Bagian Keuangan

Bidang Perhubungan Darat, membawahi :

1. SBeksi Operasi dan Pengendalian Lalu Lintas

2, Seksi Angkutan dan Sarana Prasarana

Bidang Perhubungan Laut, membawali :

1. Beksi Kepelabuhan dan Sarana Prasarana

2. Selksi Keselamatan Pelayvaran dan Lalu Lintas

RBidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Pengendalian

FPenoemaran, membawahi -

., Beksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

2, Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

3. Scksi Pemeliharaan Linglungan Hidup

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan,

membawahi ¢

L. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

2. Beksi Penpaduan, Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan
Penegakan Hukum

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Unit Pelayvanan Teknis

Kelompok Jabatan Fungsional




Rencana Sirgtesis (Renvtrg) 2021 - 2026

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
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Uraian Tugas dan Fungsi

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyal tugas penvusunan rencana kegiatan,
perencanaan, tmonitoring, evaluasi, dan  pelaporan  keuangan,
kepegawalan, perlengkapan, rumah tanges, administrasi umum, dan
hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi
dan fupgsional.

Sekretana menvelengegarakan fungsi:

a. Menyusun kegiatan sekretariat;

h, Menyusun rencana kegiatan umum kesekretariat,

¢, Mengkoordinasi  penyusunan  rencana umuitn,  PENcENAN
strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan
anggaran dinas,

d.  Mengkoordinasi  pelaksanaan  fugas unit-unit  orgamisasi  di

lingkungan dinas;

Menyusun rencana kega sama dinas;

Menyusun penetapan kinerja dinas;

Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

Melaksanakan analisis dan menyajikan data dibidang

perhubungan dan lingkungan hidup;

Menetapkan dan mengembangan system informasi informasi

dibidang perhubungan dan lingkungan hidup;

I Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serla
dampak melaksanakan program dan kegiatan dinas;

k. Menvusun laporan akunlabililas kinerja dinas;

L. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan  program  dan
kepiatan dinas;

m. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegialan lahunan
dinas;

n. Menyviapkan bahan dan manatausahakan bidang perhubungan
dan lingkungan hidup;

o. Mengendalikan dan melaksanakan norna, standar, pedoman
dan petunjuk operasional di bidang kesekretanatan;

. Mengelola keuangan, kepegawaian, surat-menyural, kearsian,
administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana
dan prasarana serta hubungan masyarakat;

¢, Melaksanakan adiministrasi dan fungsional;

r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Sekretariat; dan

5.  Melaksanakan tugas lain vang Jdiberikan atasan sesuza denpgan
lingkup dan fungsinya.

S o

(= 1

2. Bidang Penataan, Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan
Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan urusan bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan
kapasitas.

[¥inas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 1
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Bidang  [Penataan, Penaatan dan Peningkatan  Kapasitas
menyelenggarakan fungsi:

£l.

o

nemenE TR

L1

LA

bb.

L,

Inventarisasi data dan mformasi sumberdaya alam;

Penvusunan dokumen EPPLH;

Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan EPPLH dalam RPJP dan
RPJM;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

Penentuan daya dukung dan dava tampung lingkungan hidup ;
Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis dava dukung
dan daya tampung lingkungan hidup;

Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB &
PDOEE hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaarn
lingkungan hidup);

Sinkronisasi ELPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
Penyvusunan Neraca Sumber Dava Alam [NSDA) dan Lingkungan
Thdap,

Penvusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

Penvusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

Sosialisasi kepada pemangku kepentngan tentang RFPLH,
Penyvusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Fagilitasi kelerlibatah masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
Fasilitasi pembinaan penyvelenggaraan KLHES;

Pemantauan dan evaluasi KLHS;

Koorthnasi  peryasunan inslmnnen pencegabian pencemaran
dan/atan kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin
linglkungan, Audit LH, Analisis resiko LI);

Penilaian terhadap dokumen Ilngkungan (AMDAL dan
UKL/ UPL);

Penvusunan tim kajian dokumen hngkungan hidup yang
transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
Pelaksanaan proses izin lingkungan;

Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan
dan penvelesaian pengaduan masyarakat;

Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan vang
Hdak sesual dengan  ijin  Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup,;

Pelaksanaan penclaahan dan verifikasi atas pengaduan;
Penyusunan rekomendasi  tindaklanjut  hasil  venfikasi
pengaduan;

Pelaksanaan bimbingan leknis, monitoring dan pelaporan atas
hasil tindaklanjut pengaduan;

Penivelesaian  sengketa linghungan baik di luar pengadilan
maupun melahy pengadilan;

Sosialisasi tata cara pengaduan;

Pengermbangan  sistem  informasi  penenimaan pengaduan
asyvarakat atas usaha atau kegiatan yang fidak sesuai dengan
izinn Perlindungan dan Pengelolaan Lingkurngan Fhidupy;

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup .
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Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap terhadap terhadap
usaha dan atan keglatan vang mermhki 2in lingkunpan dan
pengelolaan lingkungan;

Pelaksanaan pengawasan ferhadap penerima izin lingkungan
dan zn perlindungan da pengelolaan ingkungan;

Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil
evaluasi penerima izin lingkungan dan izin dan pengelolaan
Lingkungan;

Pembinaan dan pengawasan terhadap  Petupas  Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah;

Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum
linglingan;

Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Thduap;

Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran ingkungan hidup;
Penanganan barang bukb dan penanganan hukum pidana
secara terpadu.

I'enyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masvarakar
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan
hak lkearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan halk MHA
terkait  dengan  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungamn
Tidup;

Jdentifikasi, vernifikasi dan validasi serta penetapan penpgakuan

lteberadaan masyarakat hukum adat keanfan lokal ataa
pengetahuan tradisional dan hak MBA lerkail Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidups;

Penetapan tanah ulavat vang merupakan keberadaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan trathsional dan hak MITA ekt
dengan Perlindungan dan Pengelolaan Limgkungan Hidup;
Pelaksanaan komunikasi dialogs dengan MHA;

Permbentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
Penyusunan data dan informasi profil MHA, keanfan local atau
pengetahuan iradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan
Linpkungan Hiduap;

Penvusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan
lokal atau pengetabuan tradisional terleaat PPLH;
Penvelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan
pendampingan tehadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PIPLH:

Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
Penyiapan model peningkatsn kapasitas dan  peningkatan
kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan iradisonal
terkail PIYLH:

Penviapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait PPLIE;

Pengembanan materi dikat dan penyuluhan LH;

Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup -
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vy. [Pelaksanaan diklar dan penvuluh LH;
zz, Peningkatlan kapasitas instrukiur dan penyvuluh LH;

aaa. Penpgembangan kelembagasn kelompok masyvarakat peduli LH;
bbb. Pelaksanaan idetifikasi kebutuhan diklat dan penyvuluhan;
coo, Penviapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

ddd. Pengembangan jenis penghargaan LH;

eee. Penvusunan kebijakan tata cara peberian penghargaan LH;
fiT. Pelaksanaan penilaian dan pemberian pengaharpaan;

gge. Pembentukan tim penilai penghargaan vang kompeten; dan

hhh. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.

3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian
Pencemaran
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian

Pencemaran mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluas dan melaporlan urusan hidang Pengelolaan Sampah,

Lirmbah B3 dan Pengendalian Pencemaran,

Bidanp Penpgelolaan Sampah, Limbah B2 dan Pengendalian

Pencemaran menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan informasi pngelolan sampah tingkat kebupaten;

b,  Penetapan target penguratgan dan penanganan sampah dan
prioritas jenis sampah untuk setiap kurun wakia terrentu;

2. Koordinasi pelaksanaan penpumpulan, pemilahan, penggunaan
ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir
gampah G TPASTPST Regional,

d. Pembinaan pembatasan rimbunan sampah kepada
produsen /industry;

e, Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan
yang mampu diurai oleh proses alam;

. Pembinaan pendaur ulangan sarmmpah;

Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

Pembinaan  pemanfaatan kembali sampah dasdi produk dan

kemasan produk;

Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten /kota;

Koordinasi pemilahan, pengumpulan, penganghkutan  dan

petnrosesan akhir sampah;

Penyvediaan sarpras penanganan sampah;

Pemungutan retribusi alas jasa layanan pengelolaan sampah;

Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TFA sampah;

Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem

pembuangan open dumping;

Penyusunan dan  pelaksanaan  sistem  tanggap darurat

pengelolaan sampah;

p- DPemberian kompensasi dampak negalil kegiatan pemrosesan
alchir sampah;

q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan
kemitraan  dengan badan usaha pengelola sampah dalam
menyelenggarakan pengelolaan sampah;

r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah,

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup _-
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FPenyusunan  kebijakan  perizinan  pengolabhan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yvang
diselenggaralan aleh swasta;

Pelaksangan  persanan pengolahan sampah, pengangkutan
sampah dan pemrosesan akhir sampah vang diselenggarakan
onleh swasta;

Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh mhak lain (badan
usahaj;

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinera pengelolaan
sampah yvang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
Perumusan  penyusunan  kebijakan  perizinan  penyimpanan
sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan
pencabuitan] dalam satu daerah Kabupaten /Kots;

Pelaksanaan perizinan penyimpanan  sementara limbah B3
dalam satu dacrah Kabupaten,/ Kota;

Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan
sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten /Koda,
Peniyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan
pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan
dan pencabutan] dalam satu daerab Kabupaten / Kota;
Pelaksanaan perizinan bagi penguampul limbah 133,

Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan
alat angkut roda 3 [(bga) dilakukan dalam satu  daerah
Labupaten; Kota;

Pelakzanaan perizinan FPenimbunan Limbah B3 dilakukan dalam
satu daerah Kabupaten /Kota;

Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
Pemantauan dan PENZAWEASAT terhadap pengolahan,
pemanfaatan, pengangkutan dan perumbunan limbah B3;
Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non
mstitus;

Penvusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar
institusi dan non instilas;

Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi
dan non mstitusi

Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi
sumber pencemar institusi dan nom insticgs:,

Pelalsanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir
dan laut;

Pereniuan balu mut lingkungan;

Pelaksanaan penanggulangan Pencemaran {pemberian
informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar
institusi dan non institusi;

Pelaksanaan pemulihan pencemaran [pembersibanremidiasi,
rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non
1nstitus;

Penentuan baku mutu sumber pencemiar;

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup -
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Pengemnbangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan
pemberian pernngatan akan pencemaran atau  kerusalan
lingkungan hidup kepada masyarakat;

Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium
lingkungan);

Penentuan kriteria baku kerusakan hingkungan;

Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

Pelaksanaan penanggulangan [pemberian informasi,
pengsolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
Pelaksanaan pemulihan [pembersihan, remediasi, rehabilitasi
dan restorasi] kerusakan lingkungan;

. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

Pelaksanaan pemanfaatan sccara lestan sumber dava alam;
Pelakesanaan pencadangan sumber dava alam;

Pelaltsanaan upava mitigasi dan adaptasi perubahan ilklim;
Pelaksanaan inventarisasi GREK dan penyusunan profil emisi
GHK;

Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

Penetapan kehijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan
berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanckaragaman
havati;

Pemantanan dan pengawasan pelaksanaan  konservasi
keanekaragaman hayati;

Penvelesaian  konflik  dalam  pemanifaaian keanekarvapgarman
hayati; dan

Pengembangan sistem informasi dan  pengelolaan  database
keanekaragaman hayati.

Bidang Perhubungan Darat
Bidang Perhubungan Darat mempuniyval tugas Merencanakan

operasional, pengelolaan, pengendalian, evaluasi dan  pelaporan
urusan Perhubungan Darar sesual dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yvang berlaku.

£,

b,

Bidang Perhubungan Daral menyelenggarakan fungs:
Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perhubungan
Daral;

Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang
Perhubungan Darat;

Menviapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang
tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJIPD dan RPJMD
Kabupaten;

Mengumpulkan bahan-bahan LFPD tahunan dan LPPD lima

tabunan bidang sehbagai bahan penyvusunan LPPD tahunan dan
LPPD lima tahunan Kabupaten;

Menyviapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa
jabatan Bupati;

DYinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup .
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Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis
(RENSTRA] dan rencana kinerja (RENJA] Bidang Perhubungan
Darat;

Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (REA] dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran [DPA] Bidang Perbubunpean Darat;
Mengelola dan menganalisa urusan angkutan dan pengujian
leendaraan:

Menganalisa bahan PErizinan travelc angkutan
perdesaan fangkutan kota;

menganalisa bahan perizinan rekomendasi operasi angkutan
SEWa.,

Menganalisa bahan perizinan usaha angkutan parwisata;
Menvusun bahan penetapan tarf penumpang kelas ekonomi
angkulan dalam kabupaten;

Menganalisa bahan perizinan angkutan umum;

Menganalisa bahan perizinan trayek angkutan kola yang
wilayah pelavanannya dalam satu wilavah kabupaten;
Penyusunan jaringan trayek angkutan kota;

Menvusun bahan perumusan  jaringan  travek  angkutan
pedesaan;

Menganalisa bahan penzinan trayvel angkutsn kota;
Menganalisa bahan perizinan travek angkutan pedesaan;
Menganalisa bahan perizinan izin usaha angkutan sewa;
Menyusun bahan perumusan jaringan trayek dan menvusun
bahan penelapa kebutuhsn  kendaraan untuk kebutuhan
angkutan vang wilavah pelayvanannya dalam satu kabupaten;
Menganalisa bahan perizinan usaha anghutan barang;
Menganalisa bahan perizinan bongkar muat barang;
Mengendalikan dan mengevaluasi urusan angkutan orang dan
angkulan barang;

Menvelenggarakan pembinaan kegiatan anghutan orang dan
barang serta pengujian kendaraan;

Menvusun konsep kelijakan, pedoman dan petunjuk teknis
manajemen rekavasa lalu hntas pegawasan dan pengendalian
tertib  lalu lintas serta pembinaan kesclamatan dan
penanggulangan kecelakaan;

Menvelenggarakan, mengatur dan mengawas1  keglatan
manajemen dan rekayasa laln lintas;

Menyelenggarakan pembinaan keselamatan dan
penangsulangan kecelakaan;

Menvelenggarakan, pengaturan dan pengawasan fasilitas
pejalan kaki berupa trotoar{shelter}, jembatan penyebrangan,
tempat penyvembrangan dan biilboard

Menyvusun konsep penelapan  jaringan ransportast jalan
kabupaten serta pengendalian dan tertib lalu lintas;
Menyelenggarakan pengawasan kegiatan perbengkelan  dan
pengelolaan pool dan agen kendaraan bermoior;
Menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi alat pemindahan
kendaraarn;
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Menyelenggarakan, mengatur dan  mengawsEs penggunaan
jaringan transporias dan kelas jalan;

Menyvelenggarakan, mengatur dan mengawasi pengadaan
tasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka jalan, patok
jalan dan pagar pengaman;

Menvelengparakan pembinasan dan pemantauan kegiatan lalu
lintas:;

Menyviapkan penilaian teknis penentuan jenis kendaraan (SPJK|
dan surat peneniu sifat kendaraan [SP3K];

Menyiapkan penetapan standar batas malsimum muatan dan
berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan;

Menyusun bahan penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka
jalan, alal pemberi isyvarat lalu lintas, alat pengendalian dan
pengamanan pemakail jalan serta fasilitas pendukung di jalan
kabupaten;

Melaksanakan pengadasn dan pemasangsn rambu lalu lintas,
marka jalan, alat pemben isvarat lalu lintas, alat pengendali dan
pengamanan pemalkal jalan serta fasilitas pendukung di jalan
kabupaten, jalan nasional dan jalan provinsi yvang berada di
dalam ibukota kabupaten;

CMenyusun hahan peneniuan lokasi  [asilitas parkis uniok

LLTILLLTT];

. Mengendalikan pengoperasian fasilitas parkir untuk umourmn;

Menyusun bahan penvelengparaan PETIRA WHSHTI dan
pengendalian penyelenpaarsan angkutan,  Pengawasan  dan
Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran, Pengawasan dan
Pengendalian Perparkiran di jalan kabupaten, yang berada di
dalam ibukota kabupaten;

Menyusun bahan penyelengearaan analisis dampak lalu hntas
di jalan Kabupaten dalam ibulkota kabupaten;

Menyusun bahan penvelenggaraan pencegahan dan
penangailangan kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
Menganalisa bahan pemberian izin penggunaan jalan  selain
untul kepentingan lala lintas di jalan kabupaten;

Menvusun bahan penyusunan dan penetapan rencana umum
jaringan transportasi jalan kabupaten;

Menyusun bahan penvusunan tatanan transportasi lokal;
Melaksanakan pengelolaan alat pengendalian ayarat lalu-lintas;
Mernyusun bahan penyvusunan ANDAL LALIN;

Menyusun bahan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada
jaringan jalan kabupaten;

Memvusun bahan penyusunan dan penctapan jaringan lintas
angkutan harang pada jaringan jalan kabupaten;

Menyuesun bahan penentuan lokasi, pengadasn, pemasangan,
pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan
dan alat pemberi isvarat lalu lintas, alat pengendali dan
penigamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan
kabupaten;

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup -




Rencang Strareots [Renstra) 221 - 2026

zz. Menvusun bahsan peneltan dan pelaporan kecelakaan lala
lintas di jalan vang mengalibatkan korban meninggal dunia
dan/atau vang menjadi isu kabupaten:

aaa. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis
kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;

bbh. Menvusun bahan penvusunan dan penelapan rencana Umum
jaringan transportas jalan sekunder {kabupaten);

ccc, Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian operasional
terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas
di jalan kabupaten;

ddd. Menyelenggarakan  pengawasan  penyelenggaraan  pendidilan
dan latthan mengemudi;

eee, Menyelenggarakan pemernksaan kendaraan di jalan sesuai
kewenangannya;

fif. Menyvusun bahan pelaksanaan penvidikan pelanggaran Perda
Kabupaten Kepulauan Anambas bidang LLA.;

gpe Menganalisa bahan pemberian izin  uwsaha mendirikan
pendidikan dan latihan mengemudi;

hhh. Menyvusun bahan pelaksanaan pemenksasan kendarmaan
hermotor di jalan;

ii. Mengelola penerangan jalan umum;

iii. Menyusun bahan penentuan lokasi pemasangan penerangan
jalan umum kabupaten;

kkk. Menvelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;

. Menghimpun mengolah dan menganalisa data serta penyajian
dara hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Perhubungan
Dharat;

mmm. Menvusun  bahan  laporan  akuntabilitas  kerja Bidang
Perhubungan Darat;

nnn, Menyusun pertangpungawaban laporan kegiatan dan keuangan;

ooo. Mengendalikan pelaksanaan teknis kepiatan lingkup Bidang
Perhubungan Darat;

ppp. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
di lingkup Bidang Perhubungan Daral;

g Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan  peraturan
perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan vang berkaitan
dengan Bidang Perhubungan Darat;

rrr. Melaksanakan program pengawasan inftermal di lingkungan
bidang Pengawasan dan Pengendalian;

ses, Memberikan saran dan pertimbangan telous bidang tugasnya
kepada atasan;

trt. Melaksanakan  evaluas igas dan  menginventarisas:
permasalahan  lingkup tugasnya serta mencari  alternatif
Jremecahannyva;

uun-Membagi fugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
rugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

vwv. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan;
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waww.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnva yvang diberikan oleh

Atasan.

Bidang Perhubungan Laut
Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas Merencanalan

aperasional, pengelolaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
urisan Perhubungan Laut sesual dongan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

B

h.

Bidang Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perhubungan
Laut;

Menviapkan bahan rencana strategis dan rencana kega Bidang
Perhubungan Laut;

Menviapkan bahan-bahan ERJPD dan RFJMD =esuai bidang
tugasnya sebagai bahan penyusunan EPFJPD dan RPJMD
Kabupaten;

Mengumpulkan bahan-bahan LFPFPD tahunan dan LPPD lima
tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPLY tahunan dan
[.PP} lima tahunan Kabupaten;

Menyiapkan bahan-bahan LEPJ akhir (ahun dan akhir masa
jabatan Bupats;

Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana  strategis
[RENSTRA] dan rencana kinerga (RENJA] Bidang Perhubungan
Laut;

Menghimpun Foencana Eeginlan Anggaran ([BERKA) dan Dokuomen
Pelalsanaan Anpearan (DFPA] Bidang Perbubungan Laut;
Melaksanakan pengawasan oporasionalisas kegiatan
kepelabuhan, dan penunjang keselamatan pelayvaran;
Menyelenggarakan manajemen pengendalian dan pengawasan
kegiatan operasional lkepelabuban;

Melaksanakan pembinaan terhadap asosiasi sub  scktor
perhubungan laut Kabupaten Kepulauan Anambas;
Melaksanakan pelayanan perizinan usaha angkutan laut;
Menyusun rencana induk  pelabuhan  lokal kabupaten
Kepulauan Anambas;

Mengelola travek anglkutan laut perintis;

Melaksahalkan pelayanan rekomendasi pelabuhan terbuka bag
perdagangan luar negeri wajib pandu, lokasi pelabuhan umum
dan pelabuhan khusus Kabupaten Kepulauan Anambas;
Melaksanakan pelayanan rekomendasi tatanan kepelabubhan
nasional regional dan lokal;

Melaksanakan penertiban anpkutan laul penumpang kelas
ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas;

Pelalksanakan penetapan lokasi pembangunasn pengoperasian
pelabuhan umum dan khusus lokal Kabupaten Repulauan
Anambas;

Melaksanakan  penetapan  pengelolaan dermaga unmk
kepentingan sendiri di pelabuhan lokal Kabupalen Kepulauan
Anambas;
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Menyelenggarakan penetapan daerah lingkungan kerja (DLER]
dan daerah kepentingan pelabuhan (DLKDP] bagi pelabuhan
lokal;

Menvelenggarakan rancang bangun fasilitas pelabuhan denpgan
pelavanan lokal Kabupaten Kepulauan Anambas;
Menyelenggarakan  pengawasan  sistem prosedur  [SISPROK
pelavanan jasa pelabuhan Kabupaten Kepulauan Anambas;
Menvusun penetapan bersama laril jasa pelabubhan dengan
pelavanan lintas Kabuparen /Kota,

Melaksanakan pengukuran dan  pendaftaran kapal 1si
kotor/lebih kecil dari GT.7;

Melaksanakan penerfiban Surai Tanda Kebangsasn kapal isi
kotor/lebih kecil dari GT.7;

Melaksanakan pembangunan sarana baniu navigasi pelavaran;
Melaksanakan  penertiban  pelabuhan dan pencegahan
penanggulangan pencemaran,;

Melaksanakan keoordinasi dengan seksi lain;

Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serfa penyajian
data hasil kegiatan Seksi Anglutan Laut dan Pelabuhan;
Menvusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

Menvusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
Melaksanakan program  pengawasan internal i lingkungan
Seksl Anghutan Laut dan Pelabuhan;

Mempelajari, memaham dan  melaksanakan peraturan
perundang-undangan, kelenluan-kelentoan vang  beckaitan
dengan bidang tugasnyva sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang ugasnya
kepada atasan:

Melaksanakan evaluasi tugas dan MEeTRINVET AT SR 5
permasalahan di linglup tugasnya serta mencan  alternatif
pemecahannya;

Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas sesual dengan ketentuan yvang berlakou;

Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasar

Melaksanalkan tgas kedinasan lainnya vang diberikan oleh
Atasan.

2.2, Sumber Daya Perangkat Daerah (PD)

Jumlah Pegawai Dinas Perhubunpgan dan Linglungan Hidup dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapal
tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung oleh sumber daya
manusia [SDM) berjumliah 275 orang. Dar ke 275 pegawai tersebut, 349
diantaranyva berstatus sebagai Pepawair Negeri Sipil [PNE], sedangkan
lainnya ada vang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 236 orang.
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Gambar 2. Presentase Jumlah Pegawai Dinaz Perhubungan dan
Lingkungan Hidup

Diagram Pegawai
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan aparatur [nas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
bervariasi sebagaimana terlihat pada Tabel 1, mulai dari Strata Dua [52]
5/d Non Pendidikan.

Tabel 1. Klasifikasi Aparatur Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

.PTT' - 16 14 133 ¥ = 14 236

Jumlah 3 41 20 138 19 40 14 275

Dari 275 orang aparatur yang ada i Dinas Perhubungon doan
Lingkungan Hidup, aparatur yang berpendidikan 52 berjumlah 3 orang,
berpendidikan 51 berjumlah 41 orang, berpendidikan D3 berjumlah 20
orang, berpendidikan SMA berjumlah 138 orang, berpendidikan SMF
herjumlah 19 orang, berpendidikan 8D berjumlah 40 orang dan Non
Pendidikan begumiah 14 orang.
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2.2.2, Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Secara kepangkatan dan golongan aparatur yang bekerja pada
Perangleat Daerah ini bervariasi dari yvang pangkat tertinggi hingga
terendah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.2. Jumlah Aparatur Berdasarkan Panghkat /Golongan

- Pembina Utama Muda/IV.c

B8 Pembina Tk, 1/IV.b 2
BB Pembina/IV.a 3
- Penata Tk 1/T11.d 5
BEE penata/uilc 8
B8 Penata Muda Tk, [/TILb 4
- Penata Muda/11L.a 10
BB Pengatur Tk, 1/1ld 2
- Pengatur/ll.c =
I8 Pengatur Muda Tk. I/ILb -
W Pengatur Muda/ll.a )

39

2.2.3. Jumlah Pegawal Yang Menduduki Jabatan
Kegiatan pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup juga
ditentukan aleh kemampuan pejabat yang ada.

Tabel 2.2.3. Aparatur Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Berdasarkan Jabatan

Eselon 11/b (Kepala Dinas)
= Eselon lll/a [Sekretaris) 1
W8 Eselon lii/b (Kepala Bidang] 4
RN Eselon 1V/a (Kasubbag/ Kasi) 13
B Eselon [V/b (Kepala TU UPT) 2

s Total 21

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Kineria pelayanan Dinas Perhubungan dan  bingkungsn Hidup
diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan
pada RPJMD yaitu:
. Meningkatnva Kualitag Air, Udara dan Lahan;
2. Meningkatnva pelayanan lalu lintas dan anghkutan kepada masyarakat.
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Sasaran-sasaran tersebut dapat dipandang sebagai mandat vang
diberikan kepada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup untuk
dilaksanakan dengan scbaik-bailknva, Mandat 1m merupakan alasan dan
disusunnya Renstra Dinas Perhubungan dan  Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Anambas, atau harapanfekspektasi vang
dibebankan di pundak Kepala Dinas untuk menentukan seberapa haik
kinerja pelavanan dibndang Perhubungan dan Lingkungan Hidup, hal ini
dapat dilihat dari seberapa jauh mandat-mandat ini diemban dan
dilaksanakan oleh DMnas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Anambas sesuai dengan RPJIMD Kabupaten Kepulauan
Anambas serta kapasitas pemenntah daerah di bidang perhubungan.
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
masyarakat secara keseluruhan waitu suatu upava adanva perubahan
secara terencana, bertahap termrah dan berkesinambungan dar suatu
bentuk untuk mencapal tatanan kehidupan vang lebih baik mencakup
perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budava, ekonomi,
palitik dan ideologi dan bersifat konprehensil hagi masyarakat

Perencanaan pembangunan memiliki peran seniral dalam siklus
pembangunan sehingga pada prosesnya harus berjalan sccara obyektf,
berlkualitas dan dapat dipertangpungjawabkan dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan secara optimal dan sesuaidengan harvapan,

Fembangunan  berkelanjuian  merupakan  keharusan  dalam
sislemperencanaan pembangunan nasional maupun dacrah, Perencanaan
pembangunan harus memenuhi prinsip-prinsip holistik integratif, tematilk
dan sckioral, Hal tersebut akan sulit terwujud apalnala tidalk melibatkan
multipihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil, puna suatu
perencanaan pembangunan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
memiliki peran dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang
alralegis, metwlesal:, potenaial - dan prioritas  dengan tuntutan
perkembangan masvarakal vang dinamis dan partisipas: masvarakat vang
terus berkembang maka aparat perecncana harus memngkatkan pelayanan
dan lkinena lembaga sebagal Pemenntah yang baik.

Keberhasilan atau kepaaalan suaiu organisas: sangal berganiung pads
kkemampusan  manajemen orgamsas tersebul urtuk  membawa
organisasinya melakukan adaptast dengan kondisi ingkungan  vang
senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu anali=zis terhadap
lingkungan merupakan kegiatan vang harus dilakukan. Analisis terhadap
lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di ingkungan
eksternal,  Analisis  dilingkungan  eksternal  untuk mengidentifikas
tantangan dan peluang vang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan
Linglkungan Hidup.

Selama menjalankan oigas dan fungsinya, vaitu menangam scktor
Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Perangkat Daerah imi masih memilika
banyak tantangan yang perlu diantisipasi sejak dini maupun peluang vang
harusa dimanfaatkan secara optimal agar berbagai kekurangan vang terjadi
lima tabhun vang lalu tidak terulang kembali di masa mendatang.

Beberapa tanmangan vang menjadi kendala dalam pengembangan
pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Tantangan/ Ancaman { Threat)

a. Memulihkan secktor transportasi yang mengalam tekanan i masa
Pandem: Covid-19;

b. Tuntublan layanan bidang perhubungan memerlukan SDM yang
memiliki kemmampuan pemenuhan layvanan transportasi vang handal;

¢. Masih terbatasnva kualitas dan kapasitas 3SDM di  bidang
perhubungan guna mengembangkan lavanan dan implementas
program, pengawasan dan pengendalian di lapangan;
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. Kebutuhan sarana dan prasarana memerlukan kajian dan penclitian
yvang komprehensit terhadap  prasarana dan fasilitas yvang
dibutuhkan dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor;

g, SBarana dan prasarana perhubungan vang masih oterbatas sehingea
memperlambat proses dan kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan;

[, Masih lerbatasnya dala dan  informasi guna  pengembangan
pelavanan bhidang transporias;

g, Kondizi geoprafis, cuaca dan musim sangat o mompengaruhi
pelaksanaan kegiatan dalam aplikasi pelayanan di lapangan;

k. Mekanisme penganggaran vang masih terbatas;

i, Adanva sanlsl pidana bapg aparat msttusi pengelola lingkungan
hidup  vyang tidak  mengindahkan undang-undang  akan
mengakibatkan menurunnya kinerja aparat;

i Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat
menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas.

2, Peluang [Opportunilies)

a. Berkaitan dengan kuantitas dan kualitas SDM Indang perhubungan
Kementeritan Perhubungan melalai Badan Diklat  Perhubungan
melaksanakan pendidikan baik vang bersifal kursus singkal atau
diklat berjenjang baik yang dilaksanakan di seckolah-sckolah khusus
bidang perhubungan ataupun vang dilaksanakan di tingkat provinsi.
Peluang ini ambil oleh Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan
Anambas  dengan menpgusulkan  pegawal  dilingkungan  Dinas
Ferhubungan untuk ikot dalam kursus  atau  diklat  yvang
dilaksanakan lersebut.

h. Berkaitan denpan sarana dan prasarana perhubungsn yang masih
terbatas diperlukan perencanaan pembangunan yang dismergikan
dengan program dan kegiatan Kementerian Perhubungan dan Dinas
Perhubungan Provinsi Untuk itu perlu dilalkukan studi yang
komprehensif dan terukur,

¢. Dilihat dari isu globalisasi peluang vang harus diambil [hnas
Perhubungan dalam mengembangkan pelayanannyva diantaranya.

1. Membuka kesempatan kepada pihak swasla termasuk mvestor
asing;

2. Alih telinologi di bidang pelayanan bidang transporiasi;

3. Membuka kesempatan kepada operator transportasi untuk
melakukan kerasama yang saling menguntungkan dengan
operator transportasi ;

4, Memperluas jangkauan jaringan transportasi tidak saja dalam
neger melainkan juga luar negeri.

. Peluang pengembangan pelayanan yang dapat diambil dengan
disusunnya sistem transportasi lokal yaitu dimana daerah memilila
kesempatan untuk membangun infrastruktur. Penyusunan sistem
transportasi lokal merupakan perwujudan dari sistem transportas:
nasional, untuk itu penyvusunan sistem transportas lokal tletap
herpedoman pada prinsip dasar dan lebjakan umum sistranas.
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Selain itu sistem transportasi lokal diarahkan untuk mewujudkan
kehandalan pelayanan dan keferpaduan antar dan intra moda
transportasl disesusikan dengan perkembangan ekonomi, tinghkat
kemajuan teknologi kebijakan tata ruang, pelestarian lingkungan
sehingga diharapkan memenuhi ingsinya sebaga penunjang dan
pendorong pembangunan.  memenuhi kebutuhan  aksesibilitas
masvarakat serta memenuhi kebutuhan distribusi  dalam
perdagangan dengan memperhatikan kehandalan serta kelaikan
sarana dan prasarana transportasi.

e, Perkembangan Teknologi dapat dijadikan  peluang yang poerlu
diperhatikan dalam mengembangkan layanan perhubungan wvang
aman dan nyaman bagi masyaralkat.

. Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup mengakibatkan Badan
Lingkungan Hidup memiliki kewenangan yang lebih luas untuk
keberlanjutan kelestarian hinghungan;

g, Adanva tuntutan aluntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut
adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Badan Lingkungan
Hidup yang profesional dan handal;

h. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangar pesat
gerta  memakin  bngginva  peran serta masvarakal d1 dalam
pengelolaan lingkungan hidup merupakan fakia yang dapat lebih
mempercepat  peningkatan  kinerja Badan Lingkungan Hidup.
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Rencana Stratemiv (Renstra) 202 1-2026

BAE III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikagi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan

Identifikas isu-isu strategis berpuna untuk menajamlan rumusan
misl, tujusan, sasaran, program, dan indikator kinerja [outcome| vang
memang merupakan turunan dan isu  ostrategis, Disebut turunan
karena rumusan misi, (ujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja
outcome tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis vang
ada, Identifikasi su yang baik akan menghasilkan turunan yang
kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ind, mampu menjawab
tantangan dan kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan
masvaralat.

lsu-isu  strategis bersumber dari permasalahan vang ada
berdasarkan lingkup fugas dan fungsi, kelnjakan kepala dacrah
[sebapimana tertuang dalam Rencana Pembangunan  Janpka
Menengah], kelnjakan nasional (dalam hal i adalah Kementerian
Perhubungan dan Kementnan Lingkungan Hidup), dan dokumen
perencanaan daerah (dalam hal 1o adalah Rencana Tata Ruang
Wilavah Provinsi). Berikut ini uraian selengkapnya.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
DISHUEBLH sebapai berilout:
- P&rmasalahan Urisan I-’mhul:mngan

Pengemhangun infmstrub:m:l HPn111pﬂngan 'akspsmlllhq Kurmg‘tw:: mtmﬁtrum'm
[sarana dan pragarana] vang | dan transportasi wilayahdi | pendukung sepearti

masih helum optimal wilayah 3T | pelabuban, bandara, pudang
provirpanan, laban parckir,
perbaikan jalon

Covid-1% menghambal
pelaksanaan pembangunan
infrastrukiue
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kezselamatan lalulintas | Kecelakaan Knndié-i'tn]':rugmﬂ jalan
| vang berkelok dan
naik furun

| Banvak hazard /resiko
berbahaya pada
daerah rawan
kecelalaan _
Pelanggaran terhadap
aturan berlalulintas

Kurangnya kesadaran

—— para pengguna jalan
Kesadaran pengguna | Tidak ada pendidikan
jalan Keselamatan
i berlalulingas
Keselamatan

berlalulintas masih
| dianggap belum




e m roem

penting dan menjadi
pokok permasalahan
yang mendesal !
Kurangnyva himbauwan
berlalulintas memlalui
media cotak maupun

elektronik
Fegulasi tata kelola | Aturan bagi hasil dan | sysiem pembagian
perparkiran penetapan lahan | pendapatan antara
parkir juru parkir dengan
Permda

Masih maraknya

| prakiik patrkir liar di
beberapa ruas jalan
yang bukan
peruntukannya
5K penentuan titik
parlar serta jumlah
juru parldir

Dengan mehhat fenomena diatas, sangat disadar bahws penpgaruh

global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi lerbentuknys
lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang
merupakan refleksi dari berbagai tantangan  dan perubahan
sebapaimana vang dikemukakan diatas adalah:

Ta

2.

]

Terjadinva keterkaitan, kelerpaduan dan ketergantungan antara
elemen pada semua bidang.
Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang
selkalipus menggambarkan pola antar kegiatan denpan layanan antar
moda transportasi yang saling terinteprasi secara kesisternan.
Lingkungan kerja masa depan vang terbentuk akibat kemajuan
teknologl transportasi akan melahirkan realitas baru, vaitu adenya
nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub- sistern
kegiatan.
Dalam persaingan global vang semakin tajam akan diwarna oleh
kecanggihan teknologi tranportasi sehingga sektor transportasi akan
dihadapkan kepada tuntulan atas kecepatan, keandalan, elisiensi
dan dava saing yang semakin tinggl.
Sektor wansportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung
pergerakan dan muobilitas orang, barang dan jasa gona mendukung
tumbuhnya ekonomi i kota Batu serta sckaligus mempersempit
kesenjangan antar daerah dengan senantiasa  memperhatikan
kesesualan tata ruang dan kelestarian lingkungan.
Meningleatnya tuntutan konsumen ataw pengguna jasa rerhadap
kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan  oleh
terwujudnya
a. Kondisi Persaingan vang sehat, efisicn dan berkelanjutan dalam
penvelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat
memberdayakan masyaralkat dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas,
b. Pemerataan manfaat persaingan atau koempetensi bagl pengguna
jasa, penvelenggara serta pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas kepada seluruh lapisan masyaralat.
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¢, Perbimdungan terbadap kepentingan pengeuns jasa transportasi,
dalam hal kualtas pelavanan, tanf dan vanasi pilhan jasa
sesuai preferensinya.

Permasalahan utama pada urusan Perhubungan adalah:

1. Koncktivitas antar pulau dalam kabupaten masih rendah dilcarenalan
minimnya sarana dan prasarana penyeberangan seperti kurangnyva
alat penyebrangan kapal serta belum terbangunnya jalan wvang
menghubungkan pelabubhan Matal,

2. Belain itu, pelabuhan yang sudah terbangun minim dengan sarana
prasarana penunjang sepert ruang tunggu, lampu penerangan, dil

J. Drard sisi ekonomi, Pelabuhan vang ada di sebap kecamatan belum

mendukung untuk digunakan sebagai tempat bongkar muat barang.
Serta minimnya rambu-rambau lalu intas di wilavah perairan.

4. Belain konektivitas, terdapat masalah lain di bidang perparkiran.
Seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, banyvak kendaraan
vang menggunakan jalan sebagai lokasi parkir inap. Belain itu,
penerimaan daerah dari sektor perparkiran juga belum dioptimalkan,

2. Belum  rereahsasinya pembangunan  pelabuhan lanmnva  karena
koterbatasan angparan,

- F’erm:qqalahan Urusan ngkungan Hldup

PE]’n.d.I'Ib'EInL,d.I'.I ]JG['I'I.'I.-EI.b-:I]Hh-rLI‘I ]"'I.J'bI:I'IhI.bI sarm pith v:mg tlagait! -"-dim}'ﬂ sunpab kKiriman dari

kerusakan lingkungan yang | ditsnganl  darl  keseluruhan | daerah faln dalam jumlah hesar.
mrash belumn aptimal | sampah yanp dihasilkan masib |
sangat kecil. | Belum  torsediamys Tompat

Pembiangan Sampah  ([TPS),
Tempat Pembuangan  Akhir
{T¥AL  dan MmEsn Lt ik

mengelih zanpah, yang
memadat untuk dapat
melakuban SRR 1
permazalahan sampai,

Masih maraknva tambang liar | Belum adanya Tindakan tegas
(akbwitas  tambang tanpa | dari pemeriotah bagi pelako

prrizinan resiil. penambangan  Har pasi laut
dan batu karang masih hanva
sehanlay aogilisas dan
o _ PErEnZaTan,
Penanganan  perroasalaban | Masih - tedjadinga masalab | Tangkapan  hujan Kabupaten
i air barsilh belum dilakukan | keluramgan air pada | Kepualauan Anambas  yang
serara o inal, Imggj,raralgat Kihypaten | rendah.
| Eepulauan Aoambas
Tangzan darurat  Anvarman bencana ving masih | Masth tngeinya  intonsilay
| wehancanaan wang belum | relalif boggl di Habupaten bencana banjie yang 1erjadi di
serlaksmims scara opbmal, Fepulauan Anambas , Kabupaten Eepulavan Anambas
Masll  tingginya  Intensitas
bencanz  tanah  lonpgsor ol
Kabupalen Kepulauain Ananibas

Terdapat dusa permasalashan pada poliok permasalabhan vang
pertama. Permasalahan pertama terkait dengan penanganan sampah
yang helum berjalan dengan baik, Menurut data capaian penanganan
sampah Kabupaten Kepulauan Anambas, dari tahun 2015-201%9,
peninplatanan persentasi sampah yang dapat ditangani masih relatf
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kecil dibanding dengan kesclurubhan sampah yvang dihasilkan. Jumlah
gampah yang dapat ditangan pada tahun 2013 hanya 4,80%, pada
tahun 2016 5 40%, pada tahun 2017 8,27%. pada tahun 2018 9,13%,
dan pada tahun 2019 9.22% [lihat tabel 2.70), Meslapun dan tahun ke
tahun menunjukkan tren vang baik secara persentasi, akan fetapi
persentasi sampah  yang ditangani masih  dibawah  10%., Belum
optimalnyva penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas
kemudian berimplikasi pada semakin besamnya jumlah sampah dan
berpotensi besar mendegradasi kualitas lingkungan hidup laut maupun
darat.

Terdapat dua penvebab utama penumpukan sampah di Kabupaten
Eepulauan Anambas. Penvebalb pertama adalah adanyva sampah
kiriman dan berbapai dacrah di sekitar, 52 Tidak hanya darn daerah
gekitar, adanva sampah kinman vang berada di Kabupaten Kepulauan
Anambas juga dipengaruhl olch besamya sampah kinman vang
diterima oleh daerah-daerah di Kepulauan Eiau dar luar negeri.
Adapun penyebab adanya sampah kinman ini adalah posisi geografis
vang Kabupaten Kepulauan Anambas yang terbuka sehingga sampah
kiriman sampai ke pegigic (eritama pada spAL angin musim uiara,

Penwvebab kedua adalah tingginya produks sampah rumah tangga
vang dihasilkan olch masyarakat, akan tetam  Gdak dombang
kemampuan mengelola sampah, di Rabupaten Kepulauan Anambas,
Hal ini terkait dengan belum optimalnya kesadaran masvarakal untuk
menjaga kebersihan lingkungan dan akan pentingnya aspek-aspek
keherlanjutan lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakal ini dapal
dilihat dari perilaky masyarakat yang membuang sampah langsung ke
kolong rumah vang merupakan daerah pesisir laut.54 Adapun volume
sampah vang dihasilkan oleh Kabupaten Kepulavan Anambas adalah 6
ton per hari. Darl keseluruhan sampah vang dihasilkan tersebut, jenis
sampah vang dominan adalah sampah plastik,

Menpgenai kesadaran masyarakat akan permasalahan sampah eral
kaitannya dengan sosialisasi pengendalian sampah yang belum
optimal .56 Hal dikarenakan adanya keterbatasan ketersediaan aspok-
aspek penunjang seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Temnpat
Pembuangan Akhir (TPA), dan mesin untuk mengolah sampah. Hingga
gaat ird, masyarakat di Kabupaten Kepulavan Anambas masih
membutubkan tambahan TPS.57 Berdasarkan data capaian
penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2019,
rasic tempat pembuangan sampah per seribu penduduk adakah 157
TPS pada tahun 2016, 156 TPS pada tahun 2017, 156 TPS pada tahun
2014, dan 167 TPS pada tahun 2019 (lihat tabel 2,70). Berdasaran data
leraebut, dapat diketahui bahwa jumlah TFS di Kabupaten kepulauan

Anambas belum meningkat signifikan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA]
juga masih terbatas di Kabupaten Kepulauan Anambas. Belum adanva

lahan vang tersedia untuk digunakan sebagai TPA menyebabkan
dipunalkannya TPS scbagai TPA mini. 58 Aspek penunjang lainnya yang
juga cukup penting, akan tetapi belum tersedia di Kebupaten
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Kepulavan Anambas adalah adalabh mesin diesel untuk mengolah
sampah khususnya plastik.

Permasalahan yang kedua vang perlu dijawab oleh Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas terkait masalah kerusaksm hngkungan
adalah maralkmya aktivitas tambang yang beroperasi tanpa dasar izin
atan ilegal.60 Penambangan liar yang banyak dilakukan adalah
penambangan pasir dan batu karang, Penambangan vang dilaloakan
gecara legal im berpotenst merusak chosistem lingkungan air dan
pesisir, Maraknya penambangan im pada dasamya disebabkan oleh
kelum adanva Ltndaken yang egas dan pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas bagi masyarakal yvang melakukan aktinatas
penambangan legal, Program vang sudah dilakukan guna menpgawasi
aktivitas tambang lar adalah dengan melakukan patrol rutin. Dalam
beberapa kasus, pelaku penambangan ilegal yang ditangkap pada saat
patroli rutin masih hanya dibeni peringatan dan pembinaan.61 Dalam
permasalahan  ini  kedepannya, ketegasan pemerintah  sangat
dibutuhkan untuk dapat mengurangi degradasi lingkungan hidup
sehagal dampak dari penambangan ilegal.

Pokok permasalabhan vang kedusa sebagaimana vang disingpgung
sebelumnyva adalah penanganan permasalaban airb? Pormasalahan
penanganan air ini dapat dithat dari data BFS dan KLHS mengenai
alczes air minum dan sanitasi layak di Kabupaten Kepulauan Anambas
tahun 2015-2019 [lihat tabel 2.49], Persentasi rumah tangga vang
memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang lavak pada
tahun 2015 adalah 7,1%, pada tahun 2016 11,2%, pada tahun 2017
17.6%, pada tahun 2018 17,1%, dan pada tahun 2019 21 4%.
Sementara ilu persentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap
lavanan sanitasi yang layvak pada tabhu 2015 adalah 5.6%., pada tahun
2016 8,0%, pada tahun 2017 12, 3%, pada tahuan 2018 17 4%, dan pada
tahun 2019 19,6%. Meskipun akses pada layanan air minum dan akses
pada sanitasi memingkal konsisten setiap tahunya, namun tantangan
mengenal akses air masih sangat besar mengingat rumah tangga vang
mendapat akses air minum dan sanitasi vang kayak masih di bawah
22%,

Permasalahan penanganan air di Kabupaten Kepulauan Anambas
disebabkan oleh terbatasnya sumber air. Penyebabnya adalah
rendahnyva kuantitas tangkapan hujan 1 Kabupaten Kepulauan
Anambas., Hal ini dapat dipahami karena Kabupaten Kepulauan
Anambas merupakan daerah vang terdin dan pulau-pulan keci
sehingga wadah tangkapan hujan tidak cukup luas, Dengan kondisi
tersebut, masyarakat < Kabupaten Kepulauan Anambas masih
seringkali menghadapi kondisi kekurangan air khususnya pada musim
kemarau.64 Rendahnya tamgkapan hujan di Kabupaten RKepulauan
Anambas  juga diperparah dengan permasalaban lainnya vaitu
kerusakan drainase atau pipa penyalir air dan keterbatasan wadah
peampung air beku,

Kerusakan pipa ini disebabkan oleh berbagai hal, pada umumnya
adalah kondisi pipa penyalur yang sudah usang, adanva proses
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pembangunan yang menvebabkan pangpuan pada pipa penvalur, dan
adanya bencana seperti misalnya terjadinyva banjir pada tahun 2018.65
Selanjutnya, terbatasnya penampungan air belu turir mempengaruhi
permasalahan  air di Kabupaten Kepulauan Anambas66 Wadah
penampungan vang dimaksud adalah berupa reservoir atau hangunan
penampung air hwan, Saat im, masyarakat menampung mr beku
menggunakan embung yang terletak di Gunung Lintang dan Gunung
Samalc.

Pokok permasalahan yang ketiga dalam pembangunan bidang
Iingkungan hidup adalah tanggap darurat kebencanasn vang belum
terlaksana sceara optimal. Hal ini terlihat dar ancaman bencana vang
masih relatif tingm di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam tiga
tahun yang di data waitu 2011, 2014, dan 2018, terdapat 25 kali
kejadian bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas 68 Berdasarkan
kejadian bencana tersebut kemudian dipetakan daerah-daerab di
Kabupaten Kepualauan Anambas vang rawan bencana. Adapun daerah
lersebial adalah Kecamatan Jemaja dengan 8 kejadian bencana,
Stantan Selatan dengan 9 kejadian bencana, Siantan dengan 5 kejadian
bencana, Palmatak dengan 3 kejadian bencana, dan Siantan Timur
dengan 1 kejadian bencana (lihat gambar 2.9). Sementara itu dilihat
dari jumlah korban akibat bencana, tercatat terdapat 73 orang pada
lahun 2016 dan 24 orang pada tahun 2017 vang menjadi korban
bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas (lihat tabel 2.35).

Adapun bhencana yang rawan terjadi di Kabupaten Kepulavan
Anambas adalah banjir terutama vang terjadl pada saat musim
penghujan. 59 Selain ity bencana vang juga rawan terjadi adalah tanah
long=or.70 Penyebab terbesar dari tingpinya intensitas banjir dan tanah
longsor adalalah posisi geografis dari Kabupaten Kepulauan Anambas.
Setiap periode oktober hingga MNovember di sekitar Kabupaten
Kepulauan Anambas bertiup angin atara dengan femperature udara
lembab. Hal ini kemudian menyebabkan tingginva curah hujan di
Anambas dengan rata-tata curah hujan tertinggi adalah 454 mm.71
Tingginya cursh hujan ini juga erat kaitannya dengan bencana longsor
vang juga dipengarihi oleh kondisi topograf Kabupalen Kepulauan
Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah dengan
kemiringan lereng sedang seluas 29 48% dan dengan kemifingan curam
seluar 11,16% dar total luas wilayah, Kondisi topografl im kemudian
berdampak pada relatii minimnya daerah resapan hujan.v2 Dengan
kondisi alam Kabupaten Kepulavan Anambas yang rawan bencana,
malka manajermnen kebencanaan harus dilakukan dengan letsh optimal,

Hemudian pada lampiran beberapa pedoman penyusunan APBD
tahun anggaran 2021 terkait penanganan Covid-19 adalah sebagai
beerilie
=  Dalam rangka penerapan tatanan normal barug, produklil dan aman

COVID-19  khususnyva wuntuk pemulihan di bidang  ekonomi,
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadal guna
mendukung pemulihan elonomi tersebut di daerah,
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Dalam rangka penerapan tatanan normal baryg, peodukiif dan
aman COVID-19 di  berbagai aspek kehidupan, haik aspek
pemerintaban, kesehalan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Dacrah
dalam APBED Tahun Anggaran 2021 uniuk melakukan langkah-langkah
antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan skenaric the new normal dalam penyelenggaraan
Pemerinlahan Daerah dengan memperhatikan protokol COVID19,
2. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek

kehidupan, baik aspek  pemerintahan, keschatan, sosial dan
ekonomi

Pemulihan ekonomi, antara lain sebagai berilout;

1. Penpuatan alokasi dana subsidi dan/atau penvertaan modal;

2. Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masvarakat,

3. Penvediaan bantuan bagi UMKM melalui pembulaan alkses
terhadap lembaga keuangan;

4. PPromosi investas] domestik maupun internasional;

5. Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak
covid-19, melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, forum
group discussion, seminar, dan sejenisnya di hotel atau ftempar
pertemuan  sejenis, dengan tetap memperhatikan protokol
pencegahan covid-19_

6. Pemberan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok
pajak dan/atau retribusi termasuk sanksi, antara lain sebagai
herilout:

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau [RTH),
meliputi aspek peningkatan luasan serta penataan RTH vang
diprioritaskan pada pembangunan taman keota dan peningkatan
kualitas ruang terbuka hijau (RTH).

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Penentuan  visi  dan  misi pembangunan  serta  strategl
pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembanpgunan dapat
dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubungan
dengan hal tersebut, untuk menjawaly permasalahan dan isu strategis
dacrah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Kepulavan
Anambas untuk jangka waktu 2021-2026 adalah sebagai berilout

“Hepulsuan Anambas sebagal Kabupaten Maritim Terdepan yang
Berdaya Saing, Maju dan Beraakhlakul Karimah"

“ANAMBAS BERMADAH"-

Visi tersebut secara cksplisit dapat dijelaskan bahwa:

1. KABUPATEN MARITIM TERDEPAN
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Kabupaten Maritim Terdepan; berarti kabupaten yvang terletak di
garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI], menjadi
Kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memililo
sumber daya pesisir dan laut vang wunggul, sehingga potensi
tersebut akan dimanfaatkan sehesar-hesarnva sebagal modal utama
pembangunan, hingga hasiinya dapat memgadikan kabupaten ini
setara, bahkan melampaui capaian  pembangunan  darn
kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam
bagian dari sumber dava tersebut adalah budaya hahari vang
acnantiasa terckspresikan dalam kehidupan masvarakat.

2. BERDAYA SAING

Berdaya Saing; menunjukkan  kemampuan KEKA untuk
menciptakan milai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Dava
saing dacrah imlah vang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari.
penyelenpgearaan otonomi daersh. Berdaya saing juga  berart
memililka semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang
ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, vang
lancar, aman, nyvaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyvarakal
yang berkembang, mvestasi baik asing maupun dalam negen vang
mulal tumbuh dan memmghkat, infrastrokiour pendukung aktivitas
ekonomi dan utilitas dasar vang memada, birokrasi termasulk
pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

1. MAIU

Sementara Maju; hermakna pembangunan yang mengarah pada
peningkatan  kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul
koneltivitas antar wilayvah, dan pembangunan vang mengutamakan
pada peningkatan kesgjahteraan masyarakal luas vang ditandad
dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yvang
berkualitas. Maju juga dimaknan memiliki sistern kesehatan yang
tangguh vaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasamasa
mendatang. Belain itu maju juga mencakup sektor perikanan dan
pariwisala vang tumbuh  berkelanjutan, tersedianya mala
pencaharian bapgi masyvarakat yvang memadal dan  dapat
menscjahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah vang
sebagiannva bersumber dari hasil produksi sendir, infrastruktur
permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan
perempuan mendapal perlindungan, perhatian dan pembinasan dari
pemerintah daera,

4. BERAKHLAKUL KARIMAH
Sebagal bagian dari masvarakat yang memegang teguh mnilai-
nilai budava Melavu pada akhirnye selurubh aspelk pembangunsan
harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketagwaan dan
kelestarian adat istiadat Melayu yvakni dengan mengedepan tatanan
kehidupan masyarakat vang berakhlakul karimah. Malknanya
adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan
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sehari-han, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan
vang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan
kesempatan dan peluang bagi berkembangnyva kebudayaan dari
daerah lain sebagal bagian khasanah kekavasn Anambas, budaya
Melayu dijadikan ciri dan karalkteristik utama serfa identitas
daerah, serta milai-milai ramah ngkungan yvang terintermalisasi
dalam kebjjakan, rencana, dan program pemerintah serta
partisipasi masyaralaat.

Misi adalah pomyvataan tentang upayva vang harus dilalkukan dalam
usaha mewujudkan Visi, Misi jupa akan membenkan arah sekalipus
batasan proses pencapaian twuan, Oleh karema itu, untuk
mewnjudkan Visi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2025
tersebut akan ditempuh melalui empat nusi pembangunan daerah
sebagai berikur:

Mizsi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yvang Kompetitif, Sehat
dan Tangguh, Berbudaya serta Beralkthlakul Earimah

Melalui Mi=i 1 mi akan menyediakan pelatihan ketenagakorjaan serta
menciptakan lapangan kerja baru, Mendorong peran serta pemuda,
perempuan, dan analk dalam pembangunan serta menciptakan
kehidupan masyarakat vang berbudaya, toleran, dan potong rovong,
keschatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bag petugas
pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif, Memberikan
Jjarminan sistem kesehatan yvang tangguh dan menyediakan mimamum |1
(satu] unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan, Melaksanakan
pembangunan vang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah
melalui penyediaan Ustad/ Ustadzah Keliling di seluruh kecamatan
dengan insentif atau wmnroh gratis bagi para penggiat agama vang
berprestasi dan dedikatif, dan Memberikan perlindungsn dan jaminan
sozial kepada anale-anak vatim piatu dan lansia terantar.

Misi 2 ;: Memulihkan dan Membangun Ekenomi Eerakyatan yang
Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan
Pariwisata

Melalui misi 2 ini akan didorong pertumbuhan ekonomi, serta
menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ckomomi baru di kecamatan
dan desa. Menurunkan angka kemiskinan makro, Menyalurkan kredit
lunak bagi pelaku usaha pemula, dan UMEM, dan Meningkatian
produktivitas perikanan, pertanian, perkebunan, dan industri kreatif,

Misi 3 : Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih

dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

Melalui Misi 3 ini akan diselenggarakan pemerintahan daerah yang
bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KEN], Melaksanakan
pengangkatan jabatan berdasarkan merit sistem, serta beasiswa
khusus bagi pegawai, dan aparal desa vang berprostasi, Memperkuat
penyelengearaan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa
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dengan insentif Bp 5 Milvar bag Desa Berprestasi, dan Membangun
gedung pertemuan yang representatif di Pulau Jemaja.

Misi 4 : Pembenahan Masalah Air Bersih,
Persampahan, Listrik, dan Konektivitaz Wilayah
Melalui Misi 4 imt akan meningkatkan ketersediaan air bersih dan
pengelolaan air limbah sertsa membenahi pengelolaan sampah dan
mewujudkan laut bebas sampah plastik (Anambas Bebas Sampah
Flastik 2023), Menyediakan/ merehhbilitas: 1000 unit rumah bagi para
tenaga pendidik, keaschatan, ASN/ P3K, dan masyvarakat tidak mampu,
Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang
20241, Meningkatkan aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah
terutama Siantan-Matak, Air Asuk-Kampung Baru, Air Bini-Bajau,
Matak-Jemaja, Jemaja-Jemaja Barat (Anambas Terhubung 2025), dan
Meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi (Anambas Merdeka
Sinyal 2023).

Permukiman,

Dikaitkan dengan visi dan misi REPJMD 2021-2026 serta sehagad
unaur penunjang Ursan Pemerintahan pada Dinas Perhubungan dan
Lingkungan MHidup maka fungsi dan tugas DISHUBLH terkait crat
dengan pencapaian migi ke-2,  vaitu *Memulibkan dan Membangun
Ekonomi Kerakyatan vang Famah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor
Perikanan dan Parwisata”" dan misi ke-4. wvaitu “Melanjutkan
Pembenahan Mazalah Air Bersih, Listnl, dan Koneltivitas Wilavah®

Mengacu pada Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah terpilih
tersebut, dapat diidentifikasi faltor-faktor yvang menjadi penghambat
dan pendorong pelaksanaan rencana pembangunan sesual dengan
ugas pokok dan fungsi DISHUBLH, antara lain:

FPenghambat

Pendorong

1. Masih rendahtya tingkat
kesadaran masvarakat dalam ikut
certa memelihara  asel  pegara,
5Erta minimnya kesadaran
masyvarakal untuk berswadaya,

2. Rendabova sumber daya manusia
di  tengah-tengah  masyarakat
tentang  pengetahuan  kesehatan
lingkungan.

3. Belum optimalnya  pencinpatan
Sumber Daya Manuesia  sesuai
dengan Bidangnya

4. Belum lengkapnva basis data
untuk masing-masing hidang vang
ditangani vleh Dinas Perlubungan
dan Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Adanya potansi sumber dava alam yang
belum dikelols dan di manfaatkan secara
imaksimal dan Adanwva aset daerah vang
masth dapaot dikembongkan,
Terseharnya Lingkungan Permukiman
Penduduk.

Tersedianya sarama dan prasacatd kel
vaitu pedung kantor, sarana

fransportasi, peralatan  kantor seria
Tersedianya pusal pendidikar,
peoclitian, Pelatihan dan pengembangan
IPTEE wang Berguna untuk menjalin
kemitraan hap

profesionalism.

pEngembangan

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Provinsi
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- Telaahan Kementerian Perhubungan

Secara umum Hencana Strategi= {RENSTRA] Kementerian
Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan
Kementenan Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan
publik sektor perhubungan vang terkait dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara [(APBN) wvang disusun berdasarkan alokasi
kebutuhan pendanaan yang teriampung dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM] Masional, berdimenst kewilayvahan (perpulaul
dan  telah menvesuaikan dengan Resirukiurisasi dan  Reformasi
Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra terscbut
ditetapkanlah Visi vang merupakan gambaran arah pembangunan atau
kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementenan Perhubungan
melalu penvelenggaraan tugas dan fungsl dalam kurum walktu 5 (lima)
tahun vang akan datang,

Adapun Visi Kementenan Perthubungan adalah -

“Terwujudnva Penvelenggaraan Pelavanan Perfrubuncan Yang
Handal, Rerdaya Sang dan Memberiban Nidae Tambah™

Penjelasan dan Vi ini yaita ;

1. Pelayanan Perhubungan yang handal, yvaitu  penvelenpgarasn
transportasl yang aman [security], seclamat (safety). nyaman
(comfortable}, tepat waktu [(punctuality], terpelihara, mencukum
lecebutuhan, menjangkau seluruh pelosok lanah air serta mampu
mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia [NKERL).

2, Pelayanan Perhubungan yvang berdava saing, yvaitu penyelenggaraan
lransgportasi vang efisien, dengan harga tegangkau (affordabnlity]
pleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan,
dilavani oleh SDM yang profesional, mandin dan produlktif,

3. Pelavanan Perhubungan yang memberikan nilal tambah, yailu
penyelenggarasan perhubungan  vang  mampu mendorong
pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif
bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil,
menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflamn  melalui
kelancaran mobilitas orang dan  distribusi barang ke seluruh
pelosok tanah air, schingga mampu memberikan kontribusi bagi
percepatan  pertumbuhan ckonomi nasional serta menciptakan
lapangan kerja terutama pada seklor-sekior andalan  yang
mendapat mantaat dar kelancaran pelayanan transportasi.

Sedangkan Misi Kementerian Perhubungan adalah :

Unmk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut
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1. Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana
Perhubningan, Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayvanan dalam
penvelenggaraan jasa transportasi  dititik  beratkan  kepada
penambahan  kapasilas  sarana  dan  prasarana  ransportasi,
perhbaikan pelayanan  melalul pengembangan dan penerapan
teknologl transportasi vang ramah lingkungan sesuai dengan isu
perubahan iklim [global warming) sejalan dengan perkembangan
permintaan  dan preferenst masvarakal. Dalam peningkatan
kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman
kepada prinsip pembangunan berkelanjutan vang dituanglkan
dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan vang
ditetapkan. BSelain itu, dalam upaya mengurangi/menurunkan
tingkat kecelalaan dari sektor transportasi ditengah kondisi
keuangan negara vang masth diliputi krisis keuangan global,
pemerintah  terus berupava secara bertahap membenahi sistem
keselamatan dan keamanan transportas menwgu kondisi zero o
accident. Upaya vang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu
kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun
peningkatan kualitags SDM transportasi, pembenahan regulasi di
bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para
pemangku kepentingan.

2. Melaksanakan Konsalidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di
Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan. Melalui restrukiurisasi
dan reformasi dalam penyelenggaraan  transportasi semakin
memperjelas  peran pemerintah,  swasta  dan masyvarakat
Eestrukturisasi di  hidang kelembagaan, menempatkan posisi
Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahlean
sehagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam
bentult dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.
Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada
penghilangan restrilesi vang memungkinkan swasta berperan secara
penuh dalam penvelenggaraan jasa transporiasi. Penegakan hukum
dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta
masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukiurisasi dan
reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentulkan
kompetensi dan profesionalisme  insan  perhubungan  dalam
penguasaan ilmu pengetabuen dan  tekmologl yvang  memiliki
wawasan global dengan lelap mempertahankan jatidininya sebagai
manusia Indonesia yang beriman dan bertalowa kepada Tuhan Yang
Maha Esa.

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa
Perhubungan, Kebutuhan akscsibilitas masyarakat terhadap
pelayanan jasa lransportasi vang perlu mendapatkan perhatian
adalah aksaesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman,
kawasan tertinggal termasuk kawssan perbatasan dan pulau-pulau
kecil terluar vang masih menjadi tanggungjawab pemenntah.
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4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan .Jasa Perhubungan Yang Handal
dan Memberikan Nilal Tambah, Pemerintah secara bertahap dengan
dana wang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan
infragtrukiur, sedangkan belum seluruh masyarakal pengguna jasa
memiliki daya beli yang memadal, Untuk mendukung keberhasilan
pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja
pelavanan jasa transportasi menaju kepada kondisi vang dapat
memberikan pelavanan optimal bagi masyarakat, Untuk ity dalam
upaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan vang
handal dan memberikan nilai tambah harus dapat mendorong
pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha vang kondusif
bagi berkembangnya peranserta masyarakar, usaha kecil,
menengah dan  koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui
kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh
pelosck tamah air. schingega mampu memberikan kontobust bag
percepatan pertumbubhan ckonom nasional serta menciptakan
lapangan kerja terutama pada sektor-scktor andalan  yang
mendapat manfaat dari kelancaran pelavanan transportasi,

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan membenkan
arahan bagi daerah [(provinsi/lkabupaten/kota) didalam menjalanlan
tupas dan fungsinva di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang
menjadi pertimbangan dalam penyvusunan Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Anambas di Bidang Perhubungan, yaitu :

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam
upaya penvelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat
|safety}, nyaman [comlortable), tepat waktu ([punctuabty).
membenahi sistem kesclamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas
keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi,
serla pelayvanan jasa tramsportasi senantiasa berpedoman kepada
pringip pembangunan berkelanjulan,

2. Pembenahan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan
dan Sosialisasi memunglinkan swasta berperan secara penuh dalam
penvelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan
secara konsisten dengan melibatkan peranseria masyarakat dalam
proges perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penvelengegaraan
jasa transportasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Meninglkatlkan aksesibilitas masvarakat terhadap pelayanan jasa
transportasi dengan melakukan penataan moda (ransportasi Darat
dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transporiasi di Kebupaten
Kepulauan Anambas.

4. Peningkatan kinerja pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan
Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungsn yang
berkualitas dan representatif, yang dapat memberikan pelayanan
optimal bagi masyvarakat sehingga tercipta kelancaran mobilitas
orang dan distribusi barang di Kabupaten Kepulauan Anambas,
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- Telaahan Renstra Dinag Lingkungan Hidup Provinsi

Berdasarkan potenst permasalahan Thinas  Lingkungan Hidup
Provins: Kepulauan Riau, permasalahan ngkungan hidup masih akan
dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbhah B3,
terutama vang hersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah langea
[lunbah domestik] dan sektor transportasi. Selain itu akhir - akhir ini
diperparah dengan perusakan lingkungan antar lintas negara melalui
pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan tersebut
diatas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau menetapkan
visi vaitu “Tervujudnya Provinsl kepulauan Riau Sebapai Hunian Yang
Myvaman Untul Berinvestasi dan Bermukim”. Misi yang diemban untuk
mewujudkan visi tersebut adalah :

a, Mendorong erciptanyva lingkungan kerja dan usaha vang bersih,
aman dan nyaman.

. Meningkatkan kualitas lingkungan laut dan pesisir beserta sumber
daya lainnyva.

¢. Meningkatkan peran serta mshtusi ingkungan hidup serla tlembaga
swadaya masyarakat dalam hal pengendahan dan  penegakan

hukum.
Permasalahan yang  timbul oleh Dinas  Lingkungan Hidup
Kahupatenn  Kepualavan Anambas berdasarkan sasaran  Hencana

Strategis DHnas Lingkungan Hidup Provinst Kepulaun Fiau dapat dilihat
pada tabel berikut |

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMEBEAS BERDASARKAN SASARAN RENSTRA DINAS
LINGRKUNGAN HIDUP PROVINST BESERTA FAKTOR PENGHAMEA'T DAN
PENDORONG KERERIIASILAN PENANGANANNY A

[ | sASARAN JANGKA MEMEMGAH | SEBAGAL FAKTOR
HO RENCANA STRATEGIS BADAN PERMASALAHAN PELAY ANLN o | L
LINGKUNGAN HIDUP PROVIMSD SHPD PENGHAMBAT | PENDOROMNG
HEPULALIAN RIAL = | P
= i Ml ngkabias semampusn Sl Keiang acanyz pelabhan dan Mty ik
dales pRremranann, cviuas can (R pelathan dan petgdilian fan
polanoen P peEndd kan
3 Tersediarya websie dan dalp bace Tidok SeISaoHTYE SFRanan Mlatimiyg Tersadanya
litsbLitgar AngjgErar Arnpdra
3 Tt ity SANCANGAN Sandar | Tidarh, Inrsodkanya angganan Mrimnye Ve
g kunigan Lo et B g ::u:'_-;l-;urzrl
1 | erparlm s kLS Lagkimgan Tfak beruscliarma sgogran Farsmimya [ mreed sy
ggsTan disjigay it
3 Maranglal irpd w2 MEm Titma, bevrerliarmya ArgiEIra Minimmyz Tersedanys
strabegis dalam pengendaian AN ANGA R,
pEnCemaTan Snglungan

Maka dapat disimpulkan bahwa fungs pelestarian lingkungan

hidup sangat

dibutuhlan

untuk  mewudjudkan

pembangunan

berkelanjutan, Denpan meningkatkan pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan, penguatan kualitas sumber daya manusia dan
peningkatan  partisipasi  masvarakat dan  stackholders  dalam

'
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menerapkan  ekonormi hyau  [groen cconomy]  untulk melalioloan
perlindungan dan pengelolaan linghungan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTREW)

Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki Rencana Tata
Fuang Wilayah dalam jangka waktu 2011-2031 wyang telah
ditetapkan melalui Peraturan TDaerah  Kabupaten Kepulauvan
Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah
Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Tata Fuang Wilavah
seperti vang  dijelaskan pada Rancangan RPIMD Kabupaten
Kepulauan Anambags Periode 2016-2031 utamanya memuat Rencana
Struktur dan Rencana Pola Ruang Wilayah yang ditahapkan selama
kurun waktu 20 tahun.

Eebijakan dan strategl pengembangan sistem  jaringan
prasarana wilayvah meliputi :

a. pengembangan transportasi laut akses eksternal kawasan dalam
lingkup yang lebih Tuas dengan atrategi sebaga berikut ;

1. meningkatkan pengembangan jalurtransportasi laut; dan
2. menmngkatkan pengembanganakses antar pulau  dalam
membuka ketenisolasian.

b. penpembangan transportasi laut aksce ntermal loawasan yang
menghubungkan simpul-simpul kegiatan dengan strategi sebapgai
berikut :

1. pengembangan pelabuhan pengumpan lokal pads simpul-
simpul perkembangan wilayah; dan
2. pengembangan dermaga pelavaran rakyat

c, pengotimalisasian dan pengembangan fasilitas transportasi udara

dengan strategl sebagal berikut :

1. peningkatan fungsi dan kapasitas bandara vang sudah ada;

2. pengembangan bandara bar!

3. meningkatkan volume dan rute penerbangan komersial, dan

4. mengembangkanfasilitas  pelayanan  dan  infrastrukiur
penunjang.

d. pengurangan sumber tmbulan sampah seak dengan strategl
aebagail berikut :

1. meminimalkan penggunaan sampah vang sular didaur ulang
secara alamiah;

2. memanfaatkan ulang sampah (recyvele) yang ada teratama
vang memiliki nilai ekonomi; dan

3. mengolah sampah organik menjadi kompos.

e. pengoptimalisasian  tingkat penanganan sampah perkotaan

dengan swrategi sebaga beriku t:

1. meningkatksan prasarana pengolahan sampah;

2. mengadakan Tempal Pembuangan Akhir {TPA); dan
3. mengelola sampah berkelanjutan. ' .
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f. pengoptimalisasian tingkal penanganan sampah perdesaan
dengan strateg sehagal benkut ;

1. meningkatkan prasarana pengolahan sampah; dan

2, menyvediakan prasarana  pengolahan zampah yang
mendukung pertanian.
2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategs, yang sclanjutnva disingkat
KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistemnatis, moenveluruh, dan
pattisipatll untuk memastikan bhahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah  menjadi  dasar dan  tlevintegrasi dalam
pembangunan  suatu wilavah  danfatau Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunpgan Hidup,
pelaksanaan KLHS bersifat wapb salah satunya dalam penyvusunan
atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik
pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten [lkota.

Skenaric dava dukung untuk Untuk dava dukung ekosistem
hutan, besarannya didekati dari rasio antara luas kawasan (lindung
dan Areal Penggunaan Lain} dan iuiupan hutan pada kedus kawasan
terschutl, Melalui pendekatan imi, diketahui bahwa rasio pada tahun
2019 mencapanl 0,44 atau masih lebab baik dibanding standar STHis
vang schesar 0,3, Namun, tren 2006-2019 menunjukkan bahwsa
terjadi deforestasi setiap tabun, Berdasarkan tren deforestas pads
periode tersebut, maka diperkirakan luas lahan hutan pada tahun
2025 akan seluas 28.7Y31 hektar, dan pada tahun 2030 akan menjadi
seluas 28, 447 helktar. Rasio pun juga akan ikut turun menjadi 0,38
pada mhun 2025, dan 0,31 pada tahun 2030, Rasio ini semakn
mendekati standar minimum SDGs, sehingga berpotens tidak

mermenuhi standar tersebut pasca 2030,
Diaya dulung axosistem hulan Kab. Hﬁ-_p_l. Anambas 18hun 2075, 2025, dan 2050

Kewasan Lindung Rawassan A Fl (R
Tahuz Luas Tolupan | Luas | Tubupan Doubivzg | Shads
Prigshea [ S0ta Hutar | Koefisien DGy Hura Hoefissen | Elosiebem | SDGs
_ o |Map L JHa) [Hal 111 S Ed AT
FTE 525450 | 492502 | 054 5608155 | 0038208 | 0,39 | 04 1,3
g E05i00 | 363514 | eBd | 5505155 [ 1925345 039 IL3H B
Za% 5 032 o0 | 4,793.3% | 62 54.931.55 | 15.257,67 | a7 .33 DE-

(leh karenanya, untuk meningkatkan dava dukung ekosistem
hutan, maka diperlukan pengembangan hutan melalui skema
rehabilitasi dan agroforestry. Berdasarkan hasil analisis daya dukung
lahan, didapati bahwa lahan yang sesuai untuk skema rehahilitas
ini ada pada tutupan semak seluas 10,95 hektar, sedangkan untuk
skema agroforestry dilakukan terhadap tutupan kebun seluas
1.932,19 hektar,

Berdasarkan ringlasan elselutif dokumen KLHES, disampaikan
rekomendasi dar hasil kajian ini untuk dapat dimtegrasilocan le
dalam dokumen RPJIMD Kabupaten Kepulauwan Anambeasg 200212026,
Felkomendasi tersebut terbagi atas rckomendasi untuk rumusan
permasalaban, rekomendasi untuk rumusan  isu  strategs,
rekomendasi untuk rumusan tyuan, dan  rekomendasi untuk
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rumusan  sasaran, Untuk ramusan sy strategss, didapatkan 14
rUmusan 1su-isu  strategis yang perlu dikedepankan dan
mendapatkan perhatiam khusus  dalam  perencanaan  jangka
tnenengah demi peningkaran capaian TPB.

3.5, Penentuan Isu-isu Strategis

s strategis adalah kondisi atau hal vang harus diperhatikan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya vang signifikan
di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dimanika
nasional maupun regional.

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Alr Berzlh

Akses air bersih vang sulit dan tidak merata di Kabupaten
Kepulauan Anambas menjadi =salah satu masalah  utama dalam
pemenuhan kebutuhan dasar magvarakat, Minimnya akses diskibatkan
kurangnya pembangunan sarana dan prasarana pelavanan air bersih.
Kondisi geografis Kabupaten kepulauan Anambas yang dipisahkan oleh
perairan membuat akses air bersih bdak merata terutama pada pulau-
pulau terpencil di Kabupaten Kepulauan Anambas.

lsu penyediaan air bersih menjadi salah satu isu strategis vang
diangkat baik di dunia internasional melalul Sustainable Development
Coals (5DGs) maupun dalam level nasional yang tertuang dalam
EPJKN 2020-2024, Dalam 5DG, isu air bersih menjadi  tujuan
ketujuh dalam pembangunan berkelanjutan  yakmi  “Memastikan
Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih Yang Berkelanjutan dan
Sanitasi Bagl Semua”™ dengan larget pada tahun 2030 tercapal akses
universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau
untuk semua. Dalam EPIMN 2020-2024 dipertegas air bhersith menjadi
bapian penting dalam beberapa isu strategis nasional diantaranya pada
1su “Meningkatkan Sumber Dava Manusia Berkualitas Dan Berdaya
Saing’, pemenuhan akses air bersih  dilakukan untuk  tujuan
percepatan perbaikan gizi masyarakat., Selain pada isu keschatan,
pelavanan air bersih masuk dalam isu strategis nasional *Memperkuat
Infrastruktur  Untuk Mendukung Pembangunan Ekonoemi  Dan
Pelavanan Dasar’ dengan memperkuat infrastruktur pengelolaan air
hersih,

2. Sinergi Perencanaan

Sinergi perencanaan perlu dilakukan oleh Kabupaten kepulauan
Anambas dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, tentunva
terkait dengan pembangunan dacrah dan pembagian Kewenangan
dacrah vang saat inl masih terbag — bagi. Misalnya untuk pemanfaatan
laut, Kewenangan pemanfaatan wilayah laut berada di wilayah
kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat®y, padahal
sebagian besar wilayah Anambas adalah perairan laut, dan sebagian
besar penduduknya bergantung pada hasil laut. Kabupaten kepulauan
Atiatmbas hanva mendapatkan bagi hasilnya saja. Begitu pula dengat
pengelolaan migas yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan
Anambas, Kondisi ini membuat pemerintah daerah terbatas dalam
mengatur kebijakan jika tidak melakukan sinergi dengan pemerintah
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provinsi. Tentunyva hal tersebut akan menjadi hambatan dalam
pembangunan wilayah,
3. Telaah Kajlan Lingkungan Hidup Strategls

Permendagri Nomor 7 Tahun 20018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJIMD ([(KLHS EPJML}
diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagal bagian dari upava
menvejahterakan masyvarakal dengan tetap menjaga keberlangsungan
sumber daya dan kelestanan hngkungan hidup. KLHS-RPJMD scndin
dimaknai sebagai analisia sistematis, menyeluruh, dan partisipatil yang
menjadi dasar untuk  mengintegrasiken  Qjuan pembangunean
herkelanjutan ke dalam dokumen REIMD.

ELHS Kabupatlen Kepulauan Anambas 2021-2025
merckomendasikan isu  strategs vang dapat dimtegrasikan  dalam
penvusunan RPIJMD  Kabupaten Kepulauan Anambas  2021-2026,
Berikut 14 rekomendasinya:

1. Penangrulangan kemmskinan dacrah;
Femenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi layak;
Pemenuhan hak-hal analc
Peningkatan ketahanan pangan daerah;
Peningkatan kualitas pendidikan;

Penpuatan UNEM;
Peningkatan aksesitilitas daerah;
Peningkatan kinerja scktor mdustri pengolahan,

9, Pemerataan pembangunan;

10, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

11, Peningkaran proporsi BTH,;

12. Penguatan kapasitas kelompok tani dan nelayan;

13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan

14. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Isu Pengarusutamaan Gender

Keberhasilan pembangunan akan sangat terganiung pada peran
serta laki-laki dan perempuan secara bersamaan sebagai pelalu dan
pemaniaatnya. Ketidakseimbangan serta peminggiran terhadap peran
serta dar salah satu elemen tersebut bisa berakibat pada ketimpangan
dan ketidakadilan. Ada beberapa hal yvang menjadi bahan masukan
antara lain Prasarana dan fasilitas perhubungan yang kurang responsf
pender, Belum optimalnya penyusunan perencanaarn program  dan
pelaksanaan  pembangunan  bidang perhubungan yang responsif
gender, Pentingnya responsil gender dalam perencanaan pembangunan
dan penvediaan sarana, prasarana dan fasilitas perbubungan, Oleh
karena itu, =emua program  pembangunan harus memperhatikan
dan diovientasilkan pada pencapaian dan optimalisasi peran yang setars
antara laki-lali dan perempuan.

Pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama hagi

perempuan dan laki-laki., M inas Perhubungan dan Lingkungan
Hidup, kegiatan yvang sejalan dengan FUG antara lain pmbangunan
Pelabuhan. Desain pelabuhan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
pengguna dalam bentuk desain yang humanis sehingga manfaal nya
dapat dirasakan masyarakat baik laki-laki, wanita, anak-anak dan
pengguna berkeburuhan khusus (Disabilitas).

e
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5. Isu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1. Buaya Muara

kKemunculan buava muara di Kabupaten Kepulauan Anambas
membuat warga menjadi resah dan merasa terancam. Keberadaan
buaya tersebut lidak hanya di muara sungai, namun sudab muncul
di dekat permukiman masyarakat hahkan sudah naik ke darat
untuk mencan makan, Seckor buaya borukuran 2.5 meter
diternukan di Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Beberapa
warga ada vang mehhal bhuava di sekitaran Padang Melang, Desa
Batu Berapit, Kecamalan Jemaja, Hal ini  tentunyva  sangatl
berhahaya bagi petngunjung Pantal Padang Melang vang merupakan
salah ikon penting wisata o1 Kabupaten Kepulauan Anambas.
Kemunculan buaya ini dapat diakibatkan karena habital iempal
tingealnyva mulail tergangeu oleh aktivitas-aktivitas manusia dengan
banvaknya penebangan hutan manggrove untulk permukiman dan
aktivitas masyarakat lainnva. Selain itu juga, populasi buava terus
meningkat,  Tndikasi  tersebut  berdasarkan temuan  puluhan
cangkam felur buaya di belakang rumah sakit umum daerah
Jemaja.

Keberadaan buaya tersebut juga berdampak pada pendapatan
nelavan-nelayan setempat. Hewan predator  tersebut sering
memporalk-porandakan bubu vang ditebar oleh nelavan. Buaya-
buava itu memakan umpan yang ada di dalam hubu mungkin juga
memakan kepiting vang terperangkap dalam bubu tersebut. Apabila
terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan ada kejadian
masyarakat di serang olith buaya vang masuk ke permukiman.

Hal ini tentunya akan dapat menimbulkan konflik antara buaya
dengan masvarakat, Masvarakat yang merasa terancam  oleh
keberadaan buava tersebut akan melalukan pemburuan dan
dikhawatirkan akan punah, Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten
Kepulauvan Anambas perlu menangani serius terkait permasalahan
buava ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkat agar
permasalahan buaya ini dapat ditangani dengan bailc.

2. Bunga Rafflesia

M Kabupaten Kepulauan Anambas terdapal bunga  yang
tergolomg langka vaitu Bunga Rafflesia. Bunga Fafflesia yang ada di
Kabupatenn Kepulauan Anambas diindikasikan secbagar Bunga
Rafflesia Padma, Bunga Rafflesia ini terdapat di Batu Talir Desa
Tarempa Selatan Kecamatan Siantan dengan T (tujuh) btk lokasi
vang berbeda, Diameter Bunga Raflesia yang ada di Batu Tabir
herdiameter 38 centimeter.

Keberadaan Bunga Raflesia ini bisa menjadi ikon wisata baru di
Kabupaten Kepulauan Anambas sekaligus scbagal pemasukan
pendapatan bagi dacrah sendiri. Selain itu, Bunga Rafiflesia im
nantinya dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan  dan
pengenalan kepada masvarakat tentang keanekaragaman hayah
vang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Perlindungan dan Pengelolaan terhadap Bunga Rafflesia yvang
ada i Kabupalen Kepulauan Anambas belum dilaksanakan scoara
sering dan profesional, Bunpa Rafflesia vang ada hanya dibiarkan
tumbuh saja tanpa adanya pagar pembatas sehingga pengunjung
dapat mendekat bahkan memegang Bunga Rafflesia tersebut, Selam
itu juga, adanva praltek ilegal logging dapat berdampak pada
mengganggl pertumbuhan Bunga Rafilesia tersebut.
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Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
perlu melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan terhadap
Bunga Rafflesia tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak
terkait agar keberadaan Bunga Rafflesia ini dapat terhdung dan
terkelola dengan batk sehingea dapat menjadi itkon wisata unggulan
di Kabupaten Kepulauan Anambas,

3. Mangegrove

Elkosistem mangrove merupakan salah satu dari tiga ekosistem
laut tropis vang ada di TWP Kepulauan Anambas. Luas mangrove i
kawasan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnva adalah
T66,32 ha vang terdiri dari 122,86 ha dengan kerapatan tinggi,
493,04 ha dengan kerapatan sedang, dan 150,42 ha dengan
kerapatan rendah (Identihkasi dan Inventansasi potensi, 20132,
Genera mangrove vang ditemukan di Kepulauan Anambas adalah;
Avicennia, Rhizophora, Sonneratia. Sebaran hutan mangrove di
Kabupaten  Kepulauan Anambas  bdak mermata  diseluruh
Kecamatan. Beberapa Keocamatan yvang memiliki kawasan teluk
vang berlumpur dan terlindung merupakan tempat berkembangnyva
hutan mangrove. Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur,
Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Sclatan, Kecamatan
Siantan Tenpah adalah beberapa Kecamatan vang memiliki hutan
Mangrove.

Keberadasn ekosistem mangrove memiliki peranan yvang cukup
penting dalam menjaga keseimbangan dengan ekosistem lainnva
sepert ekosistern terumbu karang dan ekosistem lamun, Peranam
vang diberikan oleh hutan mangrove adalali melindungl pantai
secara fisikk dari pelombang, habitat kehidupan har dan mendaur
ulang unsur-unsur hara penting Apalagl Kabupaten Kepulauan
Anambas memiliki banyak pulau-pulau kecil yang akan berdampak
terhadap kenaikan muka air laut akibat dari perubahan iklim vang
dapat menvebabkan abrasi pantai maka keberadaan ekosistem
mangrove di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat penting.

Keberadaan ekosistern mangrove di Kabupaten Kepulauan
Anambas mulal terpanggu. Aktifitas pembukaan lahan untuk
pembuatan jalan, perluasan pemukiman penduduk, pembuatan
lapangan olah raga dan pembanguan dermaga oleh pemermtah
setempat, serta banyaknyva buangan sampah plastik ke laut
menjadi ancaman bagl komunitas mangrove vang ada di Eabupaten
Kepulanan Anambas,

Dleh  karena itu keberadaan  ekosistem mangrove  perlu
dilakukan perlindungan dan pengelolaan. Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas perlu membuat sirategi pengelolaan dan
rencana rehabilitasi ckosistem mangrove. Selain 1tu, Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas harus membuat kelompok kerja
mangrove dan forum peduli mangrove scrta peningkatan peran
serta masyvarakat dalam pengelolaan ekosistemn mangrove.

4. Terumbu Karang

Secara karakteristik, terumbu karang yang ada di TWF
Anambas memiliki 3 tipe terumbu karang, vaitu karang tepi
[Fringing reef], kacang penghalang (Dorrier reef) dan karang cinain
[Atoll). Secara kescluruhan luas terumbu karang vang ada di TWF
Anambas mencapai 370584 Ha. Dari survel yang dilakukan oleh
Lolta KKPN Pekanbaru di 116 lokasi pengamatan pada tahun 2011-
2013 ditemukan bahwa tutupan terumbu karang hidup di dalam
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kawasan berkisar antara 6,67% hingsa 81,00 dengan rerata
tutupan 47,84%.

Terumbn karang dengan kategori kondisi rusak diternuloan di 12
lokasi pengamatan, yaitu (1] Pulau Tmpol Kecil, [2) Karang
Salahnama; (3) Karang Tuboi; (4] Pulau Mangkai; [5) Pulau Bawah
bapian barat laut; (6) Pulau Ipan; [¥] Pulau Repong: (8] Pulau
Rengek; (9} Pulau Keramut; {1{}} Pulau Pempang, (11] Pulau mpol
Besar; dan [12) Pulau Langor, Terambu karang dengan katepori
kondist sedang ditemukan i 50 lokasi penpgamatan, sementara
vang masuk dalam kategori kondisi baik ditemukan di 449 lokas:
pengamatan. Sedangkan terumbu karang dengan kategori kondisi
sangat bailk berada di 9 lokasi pengamatan, wvaitu (1) Karang
Euning; (2) Pulau Pasu; (3} Pulau Gemili; (4] Pulau Luyung; [3]
Pulau Selai; {6) Pulau Alear; (V) Pulau Jemaja sebelah barat laut; (8}
Pulau Tokong Malangbiru; dan (9) Tanjung Lelan.

Lokasi — lokasi dengan kondisi vang buruk pada umumnya di
dominasi oleh pecahan karang dan karang mati. Hal tersebut tidak
terlepas dari dampak prakiekpraktek perikanan vang tidak ramah
linglkungan. Beberapa kasus seperti penggunaan bom ikan masih
tetap ditemukan di selkitar TWP Anambas. Selain alkibat praktek
perikanan vang tidak ramah lingkungan, kajian vang dilakukan
oleh €l Indonesia menvatakan bahwa kematian karang juga
disebablkan oleh faktor pemutthan karang dan predasi dan bintang
faut berduri,

el karena i, keberadaan elkosistem terumbu karang di
Eabupaten Kepulauan Anambas harus dilakulan perlindungan dan
pengelotaan dengan bekerja sama denpan pihak-pihak terkait
lerulaina LOKA Kawasan Konscivasi Perairan Masional Pekanbaru.
Pelindungan dan pengelolaan terumbu karang harus dilaksanakan
karena merupakan faktor penting dalam pengembangan perilkanan
dan pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. FPenyu

Selain ekosistem terumbu karang, panlai-pantai pesisir pulaa di
dalam TWF Kepulauan Anambas merupskan tempal berielurnya
penivil, Salah satu  lokasi pencluran penvu  terbesar di TWP
Anambas terdapat di Pulau Durai. Jenis penyu yvang bertelur di
pantai Pulau Durai adalah Penyu Hijau {Chelonia mydas| dan Penvu
Sisik (Eretmochelys imbricatal, Ada 4 sisi pantal yang merupakan
lokasi peneluran penyu. Total panjang pantai peneluran dam 4
lokasi pantai 1.340 meter dar total panjang pantai Pulau Durai
4 000 meter. Selain di pulaw ini, penyu juga dilaporkan mendarat
Pulau Pahat, Pulau Penjaul & Seclat Rangsang, dan Pulau Impul
Kecil bagian Utara.

Keberadaan penvu di Kabupaten Kepulauan Anambas sangal
terancam, perburuan telur penyu untuk sekedar dikonsiumsi
ataupiin dimrdagangl{an masih sering IE]jadi. Bahkan masih ada
masyarakal setempat vang tidak hanya mengkonsumsi telur namun
juga daging penyu. Dampak kurmualatif aktifitas manusia im Lelah
secara dramatis menurunkan jumlah penyu di laut di Anambas,
bahkan sampai mengancaun kelestariannya hinggs pada ambang
kepunahan. Beberapa upaya telah dilakukan baik cleh Loka KKPN
Pekanbaru, Pemerintah Daerah maupun oleh CSE Perusahaan
gwasia diantaranya adalah melaiui sosialisasi, penerbitan surat
edaran Bupati mengenai himbauan pelarangan pemanfaatan semua
bagian tubuh penyvu serta upaya pemberdayaan masyaralat pemilik

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup .




Rencanag Siratepis (Rensira) 2021-20246

lahan peneluran penyu oleh CSR Perusahaan Swasta, Namun
sepertinva upaya-upaya ini belum memberikan hasil seperti vang
diharapkan. Masih banyak ferjadi tindak pelanggaran penjualan
telur penyu serta konsums pervd i kelondupan  schan-han
masyarakat Anambas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor
sepertt kebiasaan, dan juga tuntutan ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan schari-har.

Neh karena itu, perlindungan dan pengelolasan penvu di
Kabupaten Kepulawan Anambas haras ditingkatkan lag. Fihak
perusahaan migas melalui C5R sudah melakukan konservasi penvu
di Pulau Pahat vang dilalukan oleh Premier Oil. Namun hal ini
pastinya belum cukup untuk menjaga ekosistem penyu. Pemerintah
daerah harus membuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan
ekosistem penyu dengan melibatkan masyvarakat agar upaya antuk
menjaga ekosistem penyu berjalan dengan maksimal. Berbagai
upaya vang dilakukan pemerintah untuk menv-elaml»:an populasi
penyu dari ancaman kepunahan akan sia-sia apabila masyaraleat
tidak mendukung upaya tersebut dan tetap berburu zerta
mengkonsumsi daging dan telur penyu.

. Isu Perhubungan Laut
1. Pembangunan peabuhan bongkar muat di Kecamatan Siantan
Selatan

Menurul Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 mengenai
Pelayaran, pelabuhan adalah rempat vang terdirl atas daratan dan
atay perairan  dengan  batas-batas  tertentu sebagal  tempat
berkegiatan pemerintah dan perusahaan. Secara fisik, pelabuhan
dipergunakan sebagai tempat kapal berlabuh, naik turun
penumpang dan atau bongkar muat barang Dengan demikian,
pelabuhan pada umumnya berupa terminal dan tempat berlabuh
kapal wang dilengkapi fasilitas kesclamatan dan  keamanan
pelavaran serta kegiatan penunjang pelabuhan lain.

Sebagai salah satu prasarana transpotrtasi, pelabuhan memiliks
peran  strategis untuk mendukung sistern fransportasi  larena
menjadi titik simpul hubungan antar daerah/negara. Selain itu,
pelabuhan menjadi tempat perpindahan intra- dan antarmoda
transportasi, Dengan demilian, pelabuhan memiliki fungsi sosial
dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah
satu penggerak toda perelconomian karena menjadi fasilitas yang
memudahkan distribusi hasil-hasil produksi. Secara  sosial,
pelabuhan menjadi fasilitas publik tempat berlangsungnya interaks
antarpenggunya  [(masyarakat), termasuk interaksi yang terjadi
karena adanya aktivitas perelkonormarn.

Selain he:rl'ung,ai secara sosial dan ekonomi, pelabuban jugs
penting dari sisi politis Artinyva, dengan peran strategisnya sebagai
pusat interaksi vang mempunyai nilai ekonomi dan ural nadi
dinamika susial- budaya suatu daerah, pelabuhan mempunyai nilai
politis vang sangat strategis untuk dijaga dan dipertahankan
elksistensi  dan kedaulatannya. Afuran-aturan  pengelolaan
pelabuhan  vang berdaulal, ansparan, aman, dan  tidak
diskriminatif terhadap perusahasn asing serta dilakukan secara
efektif dan efisien akan meningkatkan sisi politis yang positif bagi
suaty negara tempat pelabuhan itu berada.

Qecara  konseptual, pelabuhan memiliki  tiga  fungs
strategis. Pertama, sebagal link atau  mata rantai. Maksudnya,
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pelabuhan merupakan salah sam mata rantai proses transportasi
dari  tempat asal bharang/orang ke lempat  tujuan. Kedua,
sebagal inderface (ibk  temuo), yaitu pelabuhan  sebagai tempat
perternuan dua moda transpeortasi, misalnya transportasi laut dan

transportasi darat. Ketiga, sebagai gafeway [pintu gerbang], yaitu
pelabuhan sebagai piniu gerbang sualu daerah/ negara.

Lebih dar 1tu, sebagal pusat kegiatan ekonomi. pelabuhan
masanya juga membernkan layanan untulk lima  kegiatan
berikut. Pertama, pelayanan kapal (labuh, pandu, winda, dan
tambat). Kedua, handling bongkar muat (peti kemas, curah cair,
curah kering, general cargo, rorol, Retiga, embarkasi dan debarleasi
penumpang. Keempat, jasa penumpukan (general cargo, petd kemas,
tangki-tanglki, silo). Kelima, bunkering (mengisi perbekalan seperti
air kapal, BBM|]. Keenam, reception, alat, lahan industri, Retupk,
persewaan, alat, lahan industry.

Beragamnya fungsi dan layvanan yang disediakan pelabuhan
memlbmuat pelabuhan sering dianalogikan sebagai sebuah sistem,
Sistem pelabuhan mendapal dukungan paling tidak dan tiga sub-
sistermn  pendukung utama, vaitu: 1) penvelenggaraan alau port
administration port authoriy.

2, Pembangunan peabuhan penyeberangan pulau siantan ke Teluk

Peninting

Pelabuhan penveberanpan pulau siantan ke Teluk Pemmting
adalah pelabubhan penveborangan laul sebagal SAarana PTASATANES
penghubung antar kedua pulau vang terpisah denpan jarak hamper
1 mil aut, dengan adanya pelabuban  terschut tentu  dapat
digunakan  scbagai  sarana urituk  melayant angkutan
penyeberangan vang briungsi menghubungkan jaringan  jalan
dan/atau jalur laut lainnya,

lsu pembangunan pelabuhan penyeberangan im menjadi salah
saty sy sirategis yvang perlu di angkat baik dan tingkat daerah
kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional vaitu kementrian
perhubungan, dengan target pada tahun 2025 dua kecamatan besar
avang ada 4i kabupaten kepulauan anambas akan terhubung
melalui sarana kapal penveberangan, sehingga dalam azaz
kemanfaatan akan dapal dirasakan oleh masyarakat pada lima
kecamatan diantarnava 2 (dua) kecamatan di Pulau sinatan 3 [biga)
Kecamatan di pulau siantan, dengan tujuan akan dapat
meningkatkan pertumbuhan perckonomian masyvarakat dan akan
mempermudah akses mobilisasi orang dan barang antar pulua
sehingga akan dapat memeratakan  ketersedian  kebutuhan
masvarakat seldtarnya.

3, Permbangunan pelabuhan penveberangan Desa Matak ke Pian Pasir

Desa matak berada di kecamatan kute siantan atau berada di
pulau Palmatak dan berada di kecamatan kute siantan, semenfara
pian paair merupan sebuah desa vang berada di pulau mubur atag
teretals kecamatan Siantan Uhara, dua pulau tersebut terpisah
dengan jarka hamper 2 [dua) mil laut, alternative sebagail sarana
penghubung yvang di haraplkan masyvarakat selatar adalah adanya
sebuah peabuhan penyeberangan vang dapat di lavam melalus
kapal penyebrangan akan dapat membuka keterisaliran masyarakal
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dar berbagar aspek terutam dan scg aspek mobilisasi orang dan
barang, kenapa kecamatan siantan utara harus terkoneksi ke pulau
palmatak |, hal ini mengingat hams mobilitas masvarakal dan
mobilitas barang dari palmatak cukup tinggl, hal ini kama factor
jarak yang pendek bila di bandingkan dengan ke ibu kola
Kabupaten yailu pulau siantan di perkirakan memakan jarsk
tempuh ¥ [tujuh) mil laut.

Isu pembangunan pelabubhan penyeberangan Desa Matak ke
Diesa Pian Pasir dapat di jadikan schagai isu strabis di Kabupaten
Fepulauan  Anambas, sacbagal sarana prassrans permnghubung
anatar pulau yvang dapat menghubungkan antar Kecamatan Siantan
Utara — Palmatak — Eute Siantan dan Siantan Tengah,

4, Pembanpgunan pelabuhan penveberangan Kuala Maras

Pembangunan  pelabubhan penyeberangan Kuala Maras
kecamatan Jemaja Timur merupakan pelabohan laut yang
dipunakan wuntuk melayani angkutan penyeberangan vang
berfungdi menghubungakan jaringan jalan. Yang dipisahkan aleh
perairan untuk mengangkut penumpnag dan kehdaraan heserta
T LLATATITIYH.
lsu pembengunan pelabuhan penyeberangan di desa Kuala Maras
Kecamatan Jemaja Timur merupakan salah isu sangant strategis
vang di angkat oleh kemetrnian perhubungan pada rakemas tahun
2021, dengan harapan dibangunya pelabuhan penyeberangan im
akan dapal sebagai saran penghubung jaringan jalan baik jarmgan
dalan  kabupaten antar provinsi memalauwl sarana kapal
penveheranagan vang akan membuka sebuah trayek yang cukup
panjang sehing dapal menghubungakan beberapa kabupaten/kota
yvang ada di provinsi kepulauan riau maupun provinsi lainnya yang
dapat disinggahi oleh kapal penveberangan tersebut. Dengan
iargetpada  tahun 2025 dapat tercapai  lavanan angkutan
penveberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi  vang
terjadwal,

5. Pembangunan pelabuhan logistic teluk rid

Pelabuhan logistik menurut terminologi legal, adalah sesuatu
vang herkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan  untuk
menunjang kelancaran, keamanan, dan keterfiban arus lalu lintas
kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan
berlayar, tempat perpindahan imtra dan/atau antarmoda serta
mendorong perckonomian nasional dan daerah  dengan  tetap
memperhatikan tlata ruang wilayah, Sedangkan pelabuhan itu
sendiri adalah tempat vang terdiri atas daratan dan/farau perairan
denpgan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan
dan kegiatan pengusahasn yang dipergunakan scbagai tempat
leapal bersandar,

lsu pembangunan pelabuhan logistic merupakan scbuah isu
strategis dalam mengatasi percepatan dan penyediaan gudang
penyimpan pada barang yang di  bongkar schingga dapat
meminimalisir waktu bonpkar di peabuhan, dan di samping it
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pelabuban ind jupsa menvedisakan beberapa fasiltas untuk keamanan
barang melalul pemanfaatan pudang di peabuhan, dengan farget
tahun 2024 tersedianya sebuah pelabuban dan gudang vang dapat
melayani bonghkar muat kapal dalam skala kecil dan menengah.
£, Peningkatan pembangunan fasiltas pelabuhan desa matak
Felabuhan matak meripakan sebuah pelabuhan vang selama
im h pergunakan sebagal pelabuhan penumpang lebih dan 60%
mohihas orang dan kocamatan palmatak menuaju ke ibuliota
kecamatan atau ke kecamatan lainva vang berada di sekitamya
menpaunakan pelabuuhan terschut, pelabuhan matak di bangan
pada tahun 2011, dengan terjadi perkembangan dan pertubuhan
masvarakat sehingea dan seg kapasitas dan kelayvakan sarana dan
prasarana  ainnya tentu perlu di tinggkatkan, s=sehingga bias
memberikan sebuah layanan vang maksimal pada masvarakay yang
menggunakan pelabuhan tersebut dengan aman dan nvaman.
Pembangunan harapan kita tentu untuk memberilkan manfaat bagi
masyarakat.

Belain ity rencana pembangunan uniuk meningkatkan akses
tramsportas], perckonoman dan Panwisata Kabupaten Kepulauan
Anambas vang jupa tencananya akan dibangun Pelabuban Manna
Padang Melang, Pelabuhan Teluk Dunan, Pengembangan Pelabuhan
Tarempa dan Perpanjangan Bandara Letung,
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BAEB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan permasalahan dan isu strategs [hnas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah
ditunanglkan sebelumnyva pada Bab lll, serta Tugas Pokol dan Fungsi
iTupaksi] Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Anambas malka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka
menengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dalam
menyelenggarakan  kebijakan tekniz  bidang infrastruktur  dan
Lingkungan Hidup.

Secara sederhana, tujuan dapal didefinisikan sebagai hal-hal yang
harus dilakukan agar mst dapat terselesaikan, Oleh karena itu, tujuan
dibentul: dari kata kerja dan diturunkan dan setiap misi. Sasaran
merupakan hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana.
Pernyvataan sasaran diberi imbuhan-nya dan diturunkan untuk setiap
tujuan. Bila diperhatikan dari misi Kepala Daerah Terpilih Periode
2021-2026 wvang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang di dalam
Rancangan EPJMD 2021-2026

Masing-masing misi dimaksud akan dijabarkan ke dalam tujusn
dan sasaran yang rclevan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
agar misi yang telah dirwmuskan dapat dicapai dengan |hailk.
Keterkaitan masing-masing misi dengan lyuan dan sasaran tersebut
terlihat pada tabel 4.1 sebagai berikut;
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Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dan Ungkungan Hidup

] Imdeks Kualitas &ir
| Euialitas Air,
I S U ars dhan Indleks Kisalitas Udara 8535 | 545 | B555 | 85,65 : His, By
S Lahan indeks Kulitas Lahan w43 | razr | wan | snss | s | sres
IOET g AR Milai Reformasi Birokrasi 0,00 | Ac00 | S000 1 BLI0 | G020 | 60,20
akuntakilitas 3
kinarja nlsuuﬂu-rrl-'lE'ﬂinEhatﬂ'n'i
tata kelola
pErmEritaEh Hilzl AKIP 55,00 | STOD | S0,00 | 6010 | 6030 | BO.20
yang transparan
dan akurtabel
Meningkatnya | Persentase Lintas
pelayandan Perrpebesanpzn yamg 43,20 | 55950 | FI.00 | 83 ED | 100,60 | 100,00
lali lintas dan | beroperasi
ang@kuran Persentase Cakupan Fanjang
ke pada Jalan yang difengkapi sapras SLEL | 59.4% | 6682 | 7465 | E249 | 8OE5
=1 Inasyarakal sat periengkapan jalan
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Eumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup kabupaten Kepulauan Anambas selama 5 tahun
kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah  Dinas  Perhubungan  dan  Lingkungan  Hidup Kabupaten
Kepulatnan Anambas Tahun 2002 1-20026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau  langkah denpan
penghitungan vang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan.
Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat maloo dibandinglan dengan
"teknik” vang lebih sempil, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga
gtrategl merupakan cara mencapai ajuan dan sasaran vang dijabarkan ke
dalam kebijakan-kebijakan dan program-progranm.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yvang diambal oleh
pemerintah  dalam suatu lingkungan tertentu dan digunaksn untuk
mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud
terteniy. Meh karena itu, kebijakan pada dasamya merupakan ketentuan-
ketentuan  untuk  dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan piogram/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpadusan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas
Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas,

Adapun strategi dan arah kebijalkan vang akan dilakukan oleh [hnas
Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang selaras dan terpadu dengan Visi
dan Misi Kabupaten terlihat pada tabel .

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Btrategi dan Hebijakan

VISl : HKepulanan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang

Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah |
MISITI : Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerukyatan yang Ramah
' Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan
Pariwisats
Tujuan Sasaran | Strategi Arab Kebijakan
£ TFelaksan
Meningkatlean Meninghkatnys Peninplkalan Indeks I-rﬂ?lH:T:lﬁ:F dsn ‘
Pengenduliar Kualitas Air, Udara | Kualitas Lingkungan prngakuran Tndels
':—'ejmcmarau rlan lary Ladian | Hidup Boualilas Alr
Herusakan Pl
Lingkuogan Hidup AKSATIHATL

peraniait dan
penguluran Indeks
kuatitas Udara

| Petakannann
pemaEntaa dan
pengukuran ndeks
Rualias Tytupan

i Lahan
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| Cptimalisasi

pemantanan terhadap
melaksanaan perijinan
i bitlrnge lingkungsn
hidump

Peningloa s
[PCnERWaASAN
pelakssnaan
kebijakan lingkungan
briddup dan
penanganan kasus
aduan masvarakat
dkibat adanya dupgasn

| pencemaran

dan fatan perusakan
lnpghunpan hidop

| di bidang fngkungan
| hidup

Peningkatan
pomantauan dan
penertiban torhadap
melalksanaan pROjinan

Pengawasan
pelaksanasn kebij@lan
linpkunpgan hidup dan
mediasi kasus aduan
rarsvarakat akitat
aclanva dugaan
prnecmaran dan o
perusakan lingkungan
bl

Cptimalisasi
kuantilas dun
kualitas Ruang
Terbuka Hijau (ETH|

Feningkatan
pervedinnn Husang
Terbalka Hijma (RTTH)

Fepinglalan inlensiias
proanaman pohon

peoshijausan

Peninghbatan opaya
pengendidian
dampak perubahan
iklim

Penpgernbdrigan
percontohan kampung
tklim

Poningkatan prran
sella masvarakat
dalam 1 pava adaptasi
dan mitigas terhedap
perubaban ikKlim antuk
kcleatarian lingkungan
hidup

Teningkatan
penpetahuan dan
ketrampilan
masyarakat dalam
preneclolaan
Lisgkungan hidup

Sosialisasi dan
peningkaran partisipasi
maEsyATHEEL ol
kegtalzan peringatan
hari-hart lingkungan
hidup

Peruimusan Roneans
Terlindungan dan

| penpelolaon

Lingkungan Hidup
{RPPLH}

(RPPLIT]

Penyusunan BEercsna
ferlindungan dan
pengeloizan

Lingkungun Hidup

Peninglkutan kegialan
Sosintisas] dan
pendampingan
Czorakan Pedali dan
Berbudsava
Lingkungan di
Sekobih aniuk
membangun  perilakn
wargn sckolah dalam
mendukng
kelestarian

lingkungan hidup
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Rencana Niratepis (Reasfra) 2027-2026

VISI : Heopulanan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang
Berdaya Saing, Maju dan Berakhlalkul Karimah
BISI III Menciptakan Tata Peayeletiggaraan Pemerintahan Daetah yatg
Bersih dan Melayand Serta Otonomi Desa yang Bersinergi
o [
Tujuan Basaran Btrategi Arah Kehijakan
Meninglkarkan Meningkatmya tata - Meninghkatihan SDM, | Penguatan Inovasi
ubunlabililos kelota pemerintah

kincrja NISHUBLE

YANE tranaparan
dan wlsiairlale]

; B, dewr prasarana,
serta polaloanaan
ireasl Feranglaal
Diacrah dalam
mendulkang
penerapan Eohijalkan
inowasi daerah

Peranghkal Dagrah
untuk mengakaclersi
kema|uan dofen
pelayvanan pemerintah

Hepulauan Anambas scbagai Kabupaten Maritim Terdepan yang

Arah Hebijakan

Koarclitiasi dengan
pikiak terkait haik
viTegleinl prrencions, (AEaE
maEUPUn saastE

VISI :
Berdaya Saing, Maju dan Berakhlaknl Karimah

MISIIV : Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan
Konektivitas Wilayah

Tujuan Sasaran SBtrategi
Meninglkatkan Meninglkatnya Memanf=matkan
leaalitas pelayanan lalu inlegrasl progran
[ penyelenggacaan lintas dan | provinsi dun pusal
anglkutan angliulan kepawla vang diperinoekkan
rnmsvaalal | hagi wilayah

periaiasar dan
pulan-pulan kecil
lerluar

Membula jalur
prilan-pulan kecil dan
terjuar berpenghuni
dan memiliki potens
wisHla

Menguathksn
lenordinasi dengan

locmenterian terkail
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Rencana Strategis (Rensira) 2021-2026

Kabupaten Kepulauan Anambas mernnliki wilayah perairan yang cukup
luas dengan jaringan jalan yang cukup panjang. Setiap kecamatan i
Rabupatlen Kepulauan Anambas memihiki infrastrokiae jalan darat, Tersedia
juga 3 pelabubhan bongkar muat dan 137V dermaga penveberangan. Total
panjang jalan darat vang ada mencapal 376 km. Sampsa dengan 2019 dari
376 km jalan darat yang ada sebanyak 14.34 km termasuk kartegori rusak
dan 211 km termasuk kategori rusak berat, Kondisi infrastrukiur jalan vang
kurang memadai pasti aken menyusahkan masvarakat vang  ingin
heraktivitas dan beketja, serla wisatawan jupa akan kesusahan untuk
mencapal destinast wisala, Pembangunan infrastrukiue pendulung seperti
pelabuhan, bandara, pudang penvimpanan, lahan parkir juga sangat
diperlukan uniuk menmmgkatkan produktivitas, konektivitas antar pulad,
dan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodir permintasan yvang ada 84
Infrastruktur  wuntuk nelavan juga  penting diperhatbkan mengingat
Kabupaten EKepulauan Anambas adalah kabupaten kepulauwsan vang kaya
akan sumber dava ikan, namun pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Melayan [(SPBHN| vang penting untuk nelayan masih belum optimal 85 Pada
tahun 2020 Covid-19 juga berdampak negatif terhadap pembanpunan
infrastruktur, Hal ini terlihai dari laju pertumbuhan lapangan usaha
konstruksi sebesar -5,67 persen pada tahun 202086 Melihat kondisi
tersebut, hendaknya Pemerintah  Kabupaten Kepulauan Anambas
mempertimbangkan potensi kerja sama dengan pihak swasta, Perseroda,
dan BUMLD =ebagai sumber pendanaan nfrastruktur, Selain g,
pemanlaatan dana C3R perlu untuk dioptimalkan untuk pembangunan
infrastrukrur.

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup .
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapal juan strategisnya, maka langkah operasionalnyva
harus ditusngkan dalam program dan kegatan dengan memperhatikan
dan mempertimbangkan  tugas dan fungsi Thinas Perhubungan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan merupakan
poenjabaran letih lanjut dari suatu program aebagai arah dati pencapaian
tujuan otganisasi, sedanghkan program merupakan kumpulan kegiatan
yvang sistornatis dan  terpadu untuk mendapatkan hasil, yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapal sasaran
tertentu.

Sementara itu vang dimaksud dengan indikator kinerja adalah
ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun
kusntitatif vang secara khusus dinvatakan sebagai pencapaian tujuan
yvang dapat menggambarkan skala atau tingkalan yang digunakan
sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi bak kinerga mput,
ouiput, outcome maupun impact vang sesual dengan Sassaran Tefncans
program dan kegiatan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan  sub  kegiatan
sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.27 seperti yang tersaj benikut

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup .
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Rencana Strategiy (Renvtrg) 202 1-20246

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Eepulauan
Anambas yvang menpacu pada tujuan dan sasaran BEPJMD adalah indikator
kinerja vang secara langsung menunjukkan kinerja vang akan dicapai SKPL
dalam lima tahun mendatang sebagai lkomitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran EPJMD Kabupaten kepulauan Anambas.
Perumusan indilcator kinerja Perangkat Daerah yvang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan
dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang
pelayanan dalam tugas dan fungsi Peranglat Daerah yang berkontribusi
langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RRPIMD, sesuai pada
tahel 28.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sehagai alat ukur vang
dapat menunjukken apakah sasaran ataun kegiatan yang elah dinkurnya
telah berhasil dicapai atau tidalc

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup .
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Rencana Sirategis (Rensera) 2006-2021

BAE VIII
PENUTUP

Fencana Stratepiz (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Kepulawan Anambas Tahun 2021-2026, merupakan
arahan penyelenggaraan urusan Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang
dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kepiatan bagl
setap bidang di lingkunpgan dinas guna mencapai sasaran dari dinas it
sendin,

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam
Renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara
Pemerintah Daerah dengan masvarakat dan dunia usaha agar sumber daya
vang ada dapat dipunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan
laalitas pelvanan yang lebih baik, dan dapat menghasilkan oufput dan
putcome yvang optimal. Fenstra ind secara telnis akan diterjemahkan de
dalam Rencana Kerja vang merupakan deokumen perencanaan jangka
pendek tahunan vang lebih operasional

Semoga Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Kepulauan Anambas dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan lebih

baik untuk masa sekarang maupun di masa vang akan datang.

Tarempa, 4 Apustus 2022
HEPEL.& D].'HAS FERHUBUNGAN
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Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup .




